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KATA
PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Myz sehingga
kegiatan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh telah berjalan dengan
baik sesuai beban tugas yvang diberikan pada Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh,

Laporan kegiatan ini merupakan kinerja Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi
Publik darl hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan layanan Informasi Publik yang
dilakukan di lingkunigan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dengan sumber dana dari
APBA Tahun 2023 pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Aceh. Dengan rinclan kegiatan diantaranya yaitu, melakukan rapat-rapat
koordinasi, pendampingan, melayani permohonan informasi dan melayani pengajuan
keberatan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi.

Dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Infermasi Publik di Lingkungan Pemerintah
&ceh ini di antaranya adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomer 1192 Tahun 2016 tentang
kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informasi
dan Persandian Acsh, Peraturan Gubernur &ceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh serta
Keputusan Gubernur Aceh Momor 903/72/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Aceh Nomar 903/78/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokuomentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Pelayanan informasi di lngkungan Pemerintah Aceh dilaksanakan melibatkan
banyak pihak termasuk PPID Pembantu di ingkungan SKPA sehingga kegiatan byanan
informasi publik dapat terlaksana dengan baik. Pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Pemerintah Aceh lebih banyak diakukan meliul platform online yvang beralamat di
https//ppid.acehprov.goid/ atsu  melalui  situs  resmi  Pemerintah  Aceh
https:/ facehprov.go.id/.

Demikian pengantar ini dibuat untuk seperlunya. Terima kasih.
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PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum PPID Aceh

1. Dasar Hukum

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP) merupakan regulasi yang mendasari penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh, sesuai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana JU KIP. Kemudian Peraturan Komisi
Infarmasi Namar 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik {SLIP). Regulasi tersebul merupakan payung
hukum bagi Penetapan dan Penunjukkan PPID Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pemerintah Aceh pertama kali membentuk dan menunjuk PPID Aceh pada tahun
2010 oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan surat Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi o Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimans telah  direvisi
beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903,/72/2023
tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pada tataran implementasi, PPID Aceh berusaha meningkatkan layanan informasi
publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana kepada publik. Hal tarsebut tidak lain adalah untuk mewujudkan
tujuan Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Kementerian  Dalam  Negeri  dan Pemerintah Daerah.  Ketentuan tersebut
mengamanahkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera menetapkan dan
menzembangkan sistem pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Sacara berurutan Kebijakan pelaksanaan pelayvanan informasi publik  di
lingkungan Pemerintah Aceh berpedoman kepada beberapa aturan turunan lainnya

seperti



. Oanun Aceh Momar 7 Tahun 2019 tentang Pengelzlaan IR,

2, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang sistim Informasi Aceh Terpadu |SIAT)

A Perawran Gubernur Momor L Tabun 2023 tentang Pecoman Fengelolaan
Informasi dan Dokumertasi Pada Pemerintah Aceh.

Pelayanan informasi publik @i lingkungan Pemerintak Aceh dilaksanzkan
sepenuhnya oleh Dinas Komurikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan lintas sektor
Satuan Kerja Perangkat Aceh [SKPA) cenpan Kelernbagaan dan Struktur PPID Aceh
terdiri dari Guoernur sebagal Pembina; Sekretars Daerah Acek, sebagar Atasan PPID,
varg sekaligus Ketwa Tim Pertimbangan; sementara PPID WMama dijabat oleh Kepala
Diras komunikasi informatika dan Persanciar Aceb, yvang cibantu oleh Tim Sekretariat
PRID Utarma yvang dilaksanakan Bidang Pengelolaan car Lavanan Informasi Publik dan
selanjutnya PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Dinas/Pejabal vang membidangi
bidarg Komunikasi can Informasi ¢i setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) adapun

struktur PPID Aceh seperti tercantum dalam table di bawah ini :

Struktur Pejabat Pengelala Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh;
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Dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Pemerintah Aceh saat ini
terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk Komisi Informasi Pusat,
diantaranya dalam survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) serta dalam
monitoring dan evaluasi setiap Tahun 2023, Pemerintah Aceh mearupakan Provinsi
yang paling konsisten dan konsekuen dalam menjalankan keterbukaan informasi
publik, sehingga pada Tahun 2022, capaian nilai IKIP sebesar 79,13, Sementara pada
Tehun 2023, nilai IKIP sebesar 81,27 dan berada di urut nomor 4 (empat) secara
nasional,

Sementara dalam hal Monitoring dan FEvaluasi yang dilakukan oleh Komisi
Informasi Pusat dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik, Provinsi Aceh merupakan
satu-satunya Provinsi yang selama 11 (sebelas) tahun berturut-turut sejak 2013-2023,
PPID Aceh mendapat anugerah keterbukaan informasi katagori Provinsi peringkat 5
{lima) besar. Selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023
juga dengan katagori informatif. Di Tahun 2023 Pemerintah Aceh bahkan mendapat
kategori Informatif di peringkat I, Penganugerahan tersebut tentu saja merupakan
prestasi luar biasa bagi Pemerintah Aceh sejak UU KIP diimplementasikan di Bumi
Aceh.

Kalau dirunut ke belakang maka Pemerintah Aceh merupakan satu-satunya
Provinsi yang paling konsisten dalam kepatuhan terhadap implementasi UU KIP,
sehingga prestasi tersebut tercalat dalam sejaragh keterbukaan informasi pulik di Aceh
yaitu; sejak Tahun 2013, untuk pertama kalinya Pemerintah Aceh menerima Anugerah
Keterbukaan Informasi publik sebagai peringkat Il Terbaik Nasional Tingkat Provinsi
yang Anugerahnvya diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono kepada Ketua Pelaksana
Harian PPID Aceh, Ir. Sanasi, MM, pada tanggal 12 Desember 2013 di Istana Wapres
Jakarta, Tahun 2014 Peringkat |l terbaik Nasional, award diserahkan oleh Wakil
Presiden Jusuf Kallz kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pada tanggal 15 Desember
2015 Pemerintah Aceh kembali mendapat Anugerah di Peringkat |, Pialanya diserahkan
cleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Pada tanggal 16 Desember Tahun 2016 Aceh
harus puas di Peringkat |l, award diserahkan oleh Wakil Presiden kepada Ir.

Hasanuddin, M.Si mewakili Gubernur Aceh di Istana Wapres Jakarta.



Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017, Pemerintah Aceh mendapat
peringkat lll, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Marwan Nusuf, B.
H5c, MA, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh mewakili Gubernur Aceh di
Istana Wapres, Tahun 2018, Pemerintah Aceh mendapat status Menuju Informatif,
Anugerahnya diterima oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Tahun 2019 juga
dengan katagori Menuju Informatif dan anugerahnya diterima oleh Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, B. H5c, MA.

Pada periode berikutnya Pemerintah Aceh mendapat Anugerah Keterbukaan
Informasi publik dengan kategori Informatif, dan penganugerahannya dilaksanakan
secara virtual tanggal 25 November 2020 di Istana Megara Wakil Presiden dan dihadiri
oleh Gubernur Aceh dan seluruh Gubernur Indonesia secara langsung. Kemudian
Tahun 2021, Pemerintah Aceh juga mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
dengan Kategori Informatif. Penganugerahannya dilaksanakan secara virtual, yang
dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan pialanya diserahkan oleh Wakil
Presiden Ma'ruf Amin pada tanggal 26 Oktober 2021 di Istana Wapres Jakarta.
Selanjutnya Tahun 2022 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Aceh
mendapat Katagori Informatif peringkat 1, dengan anugerah Awardnya diserahkan
oleh Menko Polhukam, Prof. Mahtud MD. Terakhir Tahun 2023, Pemerintah Aceh
kembali meraih prestasi dengan mendapat katagori Badan Publik yang paling
Infarmatif yaitu, di Peringkat | Aceh, peringkat | ditempati Provinsi Jawa Tengah, dan
pada Peringkat Il ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau. Berikut Rekap daftar

penerimaan Anugerah KIP selama 11 tahun terakhir.

Tabel A1, Daftar Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP PPID Aceh

NOD 6L/ PERINGKAT NILAI | DISERAHKAN YANG TERIMA | TEMPAT |
TAHUN
1 12-12-13 I Wapres - Sanasi Istana
Boediono (Ka.UPTD) Wapres
A | Jakarta
2 12-12-14 I Wapres — Zaini Abdullah | Istana
lusuf Kalla (Gubenrur Wapres
Aceh| lakarta
3 15-12-15 Presdien Zaini Abdullah | Istana
lokowi {Gubernur Presiden -
} | Aceh) | Jakarta

Lapaorar PPID acen 2023 _



4 16-12-16 ] Wapres | Hasanuddin—  Istana
Jusuf Kalla {PPID Aceh) Wapres-
) _ — _Jakarta_
5 21-12-17 I 90,47 | Wapres Jusuf | Marwan Nusuf Istana
Kalla { PPID Aceh) Wapres-
Jakarta
<] 05-11-18 Menuju Wapres | Nova Iriansyah  Istana
Informatif Jusuf Kalla {Plt. Gubernur) Wapres-
[ lakarta
7 21-11-19 Menuju 80,07 | Wapres | Marwan Nusuf  Istana
Infermatif Ma'ruf amin | {PPID Aceh) Wapres-
Jakarta
3 25-11-20 Informatif 96,73 | Wapres | Nova Iriansyah  Istana
Ma'ruf Amin | (Gubernur Wapres-
| Aceh) Jakarta
g 26-10-21 | Informatif 96,93 | Wapres Nova Iriansyah  Istana
Ma'ruf Amin | (Gubernur Wapreas
Aceh) lakarta
10 | 14-11-22 Infermatif 98,64 | Menkapol | Marwan Nusuf Jakarta
hukam {PPID Aceh)
Mahmud MD |
11 | 19-12-23 Infermatif 98,37 | Wapres Achmad Istana
Ma'ruf Amin | Marzuki (Pj. Wapres
| Gubernurl Jakarta

Prestasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dan  jajarannya
konsistens serta berkomitmen tinggi dalam mengimplementasi UU KIP baik di

lingkungan Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan Gampong.

2. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada di
bawah koordinasi Kepala Dinas Koemunikasi Informatika dan Persandian Aceh selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi {PPID}) Aceh. Sementara untuk
Sekretariat PPID Aceh desk Layanan Informasi selama ini berada pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Jalan STA. Mahmudsyah Nomor 14
Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi mudah dijangkau dan akses
transportasi yvang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan
lokasi sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung, sementara Pelayanan
secara online, telah terintegrasi ke seluruh SKPA dan telah diadopsi oleh 22

Kabupaten/Kota dan 31 Gampong/Desa.



Pusat Layanan itu sendiri dapat dengan mudah diakses melalui situs resmi

Pemerintah Aceh, https://acehprovgo.id/ dan https://ppid.acehprov.go.id serta dapat

diakses juga melalui android.
3. Sumber Daya Manusia
Dalam pelayanan informasi publik PPID Aceh saat ini berada pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, pada Jabatan Struktural Bidang
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Sementara sumber daya manusia yang
trampil sesuai kualifikasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel A.2 Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut tingkat pendidikan dan Jabatan

Tahun 2023:
Na Jabatan Riwavat Pendidikan Jumlah
SMA D3 51 52 53
1 | Kadis Kominfo dan Sandi - - - 1 - 1
2 | Kahid PLIP - - . 1 - 1
3 |Pranata Humas Ahli 2 - 2
Muda
4 | Analis Kebijakan Ahli| - - - 2 a 2
Muda
5 | Kabag Bantuan Hukum - - - . 1 1
Setda Prov Aceh
6 | Kasubbag Legislasi - - | - - i
Setdaprov Aceh
7 | Pranata Komputer - - - 1 a 1
8 | Staf Sekretarist PPID 1 - 5 = : 6
Jumlah 1 - & T 1 15
4. Pendanaan

Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Aceh pada
prinsipnya sangat berkomitmen serta konsisten, baik dari segi penyedian layanan dan
informasi publik maupun ketersediaan anggaran, dimana setiap tahunnya terjadi
perubahan yang signifikan sehinggga terus mengalami peningkatan, hal ini dapat
terlihat dalam tabel di bawah ini



Tabel A.3 Anggaran Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2016 s/d 2023

B. Layanan Permohonan Informasi Publik

1. Mekanisme Perolehan informasi

No Tahun Jumlah dim RP Keterangan
1 2016 1.147.967.000.- | Khusus Pelayanan Informasi di PPID Aceh
2 2017 | 1.303.910.000- .

3 2018 2.204.645.000.- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait

4 019 3.500.000.000.- | penyelenggaraan KIP termasuk Anggaran

5 2020 6.031.698.985,- | KIA dan Tim System Informasi Aceh
Terpadu (SIAT)

6 2021 7.664.463.000,- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP yaitu; Anggaran KIA
dan Tim System Informasi Aceh Terpadu
(SIATY

7 022 10.863.995,837,- | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan  KIP  yaitu;  Layanan
Informasi Publik, Tata Kelola KIA dan e-
Goverment melalui kegiatan (SIAT)

8 2023 26.612.986.887 | Terdiri dari beberapa kegiatan terkait
penyelenggaraan KIP  yaitu; Pelayanan
Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola
Komisi  Informasi  di Daerah  dan
Pengelolaan ¢ government di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam menjega transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, salab satu hal
krusial dalam proses perolehan informasi publik musti dilakukan dengan efisien dan efektif.

Prinsip-prinsip dasar perolehan informasi publik haruslah bersifat cepat, tepat waktu dan

biaya ringan. Artinya, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mereka

butuhkan tanpa menghadapi hambatan yang berlebihan. Oleh karena itu, pentingnya memiliki

prosedur permohonan yang sederhana. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah
mengajukan permohonan informasi, baik secara langsung melalui desk layanan atau melalui
platform online vang tersedia. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas
informasi bagi masyarakat, tetapi juga mempromaosikan transparansi dan akuntabilitas di

tingkat pemerintahan.

Laporan PPID Aceh 2023



Penerapan tata cara permohonan yang sederhana akan memastikan bahwa proses ini tidak
menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memperoleh informasi yang relevan. Ini akan
membantu membangun kepercayvaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat
dasar demokratis di mana pemerintah bertanggung jawab kepada publik yvang dilayani.
Mekanisme peralehan informasi telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Momeor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi dan Peraturan Gubermur Aceh Momor 1 Tahun
2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh.

Tata Cara Permintaan Informasi Publik

1 Pemohon mengajuken permohonan ateu permintaan informasi ke PPID Aceh dengan
mengisi formulir dan kelenguapan syarat berups KTP bagi perseerangan. KTP pimpinan
organisasi dan akla notaris bagi lembaga atow orgenisasi

2 Pefugas layanan PP10 Aceh menverifikasi berkas permintaan informasi publik

ilJika berkas lengkap, maka PP1D Aceh akan meregistrasi permintaan informaesi publik
dergan menyerahkan tanda bukli kepada pemohon. PP1D Aceh memberikan pemberilahuan
lertulis berupa jawaban afas permintaan informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak
permintsan diregisirasi

4 lika lidek lengkap, PPID Aceh meminta pemohon melengkapi berkes permintaen informasi
publik dengan mengirimkan sural ketideklengkapan syarel Kelengkapen barkas diterime
paling lambat 3 hari kerja

b Jike informasi belum didokumentasikan. maks PPID Acebh menyampaikan perihal
perpanjaengan woklhu jowaban permintean informasi publik paling lambat 7 hari kerja sejok
jatuh lempo pemberitahuen tertulis dan tidak dapat diperpanjang

& Jika parnohon puas dengen pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik. maka
pelayanan infermasi publik selesal liko tidek puas ateu tidek ertanggapi permintaan
informasi publik. pemohon berhak mengajukon keberatan informasi

Adapun hak-hak bagi pemohon informasi berdasarkan UL KIP adalah sebagal
berikut:
1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan
Publik kecuali:
a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;



3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

N oo ok

Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat sesecrang;
Mengungkap rahasia pribadi;

9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik
vang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau Pengadilan;

10. Informasi yang Lidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

b. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor

pendaftaran ke petugas informasi/ppid.

Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya,

mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas

diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari

kerja sejak diterimanya permohonan informasi cleh Badan Publik.

Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7

hari kerja.

Biaya vang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan

Peraturan Pimpinan Badan Publik.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik {misal

menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di permohonan informasi ditolak.



7. Atasar PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yarg diajukan
Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga pulukj hari kerja sejak keberatan
tertulis yang digjutan clek Femonon informasi citerima.

8. Apabila Pemohaon Informasi tidak puas dengan keputusar Atasar PPID, maka
pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam
jangka waktu 14 |empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima

aleh Femahan Informasi Publik,

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan di PPID Aceh
Pergajuan keberatan akan dilakukar cleh pemohon Informasi apabila

ditemukannya alasan sesuai Pasal 358 Peraturan Komist Infarmasi Nomar L Tabon 2021
tentang Standar Layanar Informasi Publik, Adapun teto cara pengajuan keberaton

informasi publik yaitu sebagai barilkut:

Tata Cara Pengajuan Keberatan
Informasi Publik

1 Pemochon mengisi formulir pengajuan keberstan atas permintaan informasi publik

2 Petugas PP1D Aceh menverifikasi kelengkapan berkes pengajuen keberatan atas
permintaan informasi publik

1 Petugas PP1D meregistrasi pengajuan keberatan ales permintaan informasi publik
dengan memberikan tanda bukti kebaratan

1 Pengajuan keberalan atas permintaan informasi publik ditujuken kepada atasan PPID
Aceh

5 Atasan PPID Aceh memberi tanggapan kepada pamohon paling lambat 30 hari kerja
sejok direqgistrasl pengajuan keberalan alas parminlaaan informesi publik

b lika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi
publik selesai

7. lika pemohon tidak puas lerhadap langgapan alas keberatan, maka dalem wakiu ¥4
hari kerja setelah langgepen. dapal mengajukan permohonan sengketa informasi publik

ke Komisi Informasi




1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik
langsung atau online di pusat layanan.

2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir
Keberatan Informasi tersebut.

3. Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID,

4. PPID Acsh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan Dinas terkait atau FPID
Pembantu di SKPA untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan
Informasi dimaksud.

5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim aleh PPID/

FPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.

Pengajuan keberatan akar dilakukan oleh pemohon Informasi apabila ditemukannya
alasan sebagai berikut:

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;

b. tidak disediakannya Informasi berkala:

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

a, tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu.

3. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak.

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari s/d Desembear
2023, PPID Aceh sebanyak 54 (lima puluh empat) permohonan. Dari 54 permchonan
Informasi Publik yang diterima PPID Aceh, sebanyak 52 (lima puluh dua) permahanan
diajukan oleh Individu dan Instansiflembaga sebanyak 2 {dua) permohonan. Jumlah
informasi yang dikabulkan, ditolak dapat terlihat dalam Rekap Daftar Permohonan

Informasi pada Lampiran | Rekap Daftar Permintaan Informasi Publik.

4. Jumilah Keberatan dan Sengketa
Adapun jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi

publik pada tahun 2023 bisa dilinat pada tabel di bawah berikut:



Tabel B.1 Rekap Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023

Mo Uraian Jumiah
1 | lumiah Pengajuan Keberatan Informasi 8
2 Jumiah Tanggapan Keberatan Informasi yang diberikan 7
3 | Jumah Sengketa di lingkungan Pemerintah Aceh 2
| Jurmilah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi 1
5 | Jumlah Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi 1
f lumlah Sengketa yang-diéjukan ke Pengadilan -

Bardasarkan jumlah pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mengalami penurunan dari jumlah tahun -
tahun sebelumnya, seperti terlihat pada Lampiran Il Rekap Daftar Penyelesaian

Sangketa Informasi Publik,

5. Rekap Update PPID Kabupaten/Kota dan Gampong

Tabel B.2

Rekap Pengembangan Aplikasi dan Inovasi Lavanan PPID di Kabupaten/Kota

ameniviisae (N

Mplikasi Aplicasi PPID
Mo | Kabupaten/Kota Status | Lo Project ik e
1 Kab Aceh Hamt PPID Aceh ppe s ehbaraikab po Diuplibzsi PR D &ceh
2 | rab. Aceh Basat Dava PRID Aceh L"‘““"""““"’“"""‘“‘ Duplikasi P Acsh
3 | Kab. Aceh Becar PPID Aceh npidl seehbemrkah go i Diuglikari PRD Aceh
4 | Kab bceh laya PPID Aceh | epbd acehjapaks go i Druralikeari i FHD Adisks
S Kab. Aceh Selatan PPID Aceh opiacehs e atanksh gold Draplibas | PR D Areh
& | Kab Aceh Singkil PPID Aceh apid acehsinghlpodd Chuglibasi PO Acah
T | Kaboceh Tamiang E-Kinerja gpkd acehiamisgkabpaid | Duglilasi FHD Acsh
# | Kab Aceh Tengah D Aceh | ook acchiengahkab god Miuslikasi PPN Aroh
9 Kab. &ceh Tenggara PPID Aceh g geehbemppers poud Praplibars i PR D Acieh
10 | Eab Aceh Timur PPID Aceh | opidacehiimuriab.ge.id Dugllkasi FAD Ageh
11 | Kab Arah Litara PRICY Aceh il e huraed ol Dupliicsi PRD Adoh
12 | Eab Bener Bleriah Besipn here | npil benemeriahkal ga id Draplikarsi FAD &ceh
13 | Kab. Bireusn PPID Aceh wne brcuenkabpa i Duzlitani FAD Acoh
14 | kab. GayolLues PPIDACeh | opgarpoelues go.id Duglilzs| FAD Aceh




15 | Kab. Magan Raya PPID Aceh | poldnagenrayeksh goid Busplicasi FPID Aot
16 | Kab, Pidia PPID Acoh | poid picke ks, go it Duphiasi PP Aceh
17 | Kab, Pidie laya PPiD Aceh | podd piclejayaiab goid Cruplicasi BP0 Aceh
18 | Kah, Simeulue PPID Aceh | poidsimevivelsh.go.id Dvuplibars| FRID Aoes
149 | Kota Banda Aceh E-Surat izl hariduaiahbota god Biastan cavadiel

20 | Kota Langsa ""Lﬂ"“;“_ PR ——— Bupliesi PP Axeh
21 | Kota Lhokseumawe Besgn bsre | poldihcksmmasnkotapod | Doplics) PRD Acsh
22 | Kota Sabang PPID Aceh | poidsabanghota go.d Dl PRI Aeh
23 | Kota Subulussalam Srikandi | poid subusalemists goid | Duplasi 290 Acen

Keterangan |

: Sudah ada Perjanilan Keria Sanea (PKS) dengan BSrE
: Terbit Rekomendasi Ul Eesesualn Sisham

: Permnohdnan ke BSrE
- : Mkl
Tabel B. 3
Perkembangan PPID Gampong di Aceh yang telah mengadopsi Aplikasi PPID

No | o m,: Kecamatan “h:::m" Link Aplikasi PPID Keterangan
1 | Upsng Bates Fasie Raja Apeh Selatan | ppid uongbates gampang ld Pondampingan
2 | sapik Kluet Timur | Aosh Selatan | pidsasik gampang id Pasrdampingan
3 | Tanjung Harapan Meukiek BcehSelatan | ppid.tanjungharapan. gamapong id Pomdampingan
4 | Lhok Benghuang Tapaktuan | AcehSelatan | ppidlhokbengkuanggampong ki Perdampingan
5 | PasiMeurapat Elieet Selatan | AcehSelatarn | ppld pasieveirapat. gampong il -

6| Bukit Esmuning lagong lapet BaeehTengah | ppi hukitkemuning gampong id Pl ampingan
7 | Merah Mersa Laiist Tarwar AcehTengab | ppid.merabrer s gampong.|d Ptk pingan
8 | Pirangan Kebayakan | AcehTengah | ppid pinasgan gamgong id Pl pigan
9 | Kernili Bebesen Aceh Tengak | ppic kemili gampong id Pencdarpingan
A0 | Bt Bevibuah Larygaa Timair Larygzsa ppid. buketmeutysh gampongid Pendampingan
i1 | Timbang Langss Langsa Baru Langia ppd tmbanglaingsa.gampang Peadampingan
12 | Selalah Baru Langsa Lama Langsa ppd.ssubilahbans ganpong. id Pesncampingan
13 mh Langsa Lama Langsa PR meurandeh gampong.id Pendampingan
14 | Meunasah Timu Peusangan Bireuen ppd. meunasahtimu gampong.id Petdampingan
15 | Peumpemnt Bamds Raya Banda Aceh | ppid.peunyerat. gampong.id Pendsmpingan
16 | Larmauso Kuta Alzm Banda Aceh | ppid.ampulogampengid Pendampingan
17 | Babussalam Buskit Bener Meriah | ppid. babiszatam gamponiid -

168 | Puja Mula Bandar Berar Mariah | ppid, pujamiuka gampong kd -

1% | TumnboBara Kista Makika Zcwh Besar | ppid femboharo gampong, id Fesrddampingan
20 | Lam Bhete Carul bmarah Aceh Besar | ppid lambheu gampong.id Pestelaspingzin
21 | Blang Kolaki Babasen &ewh Tengak | ppid.blargkobdd gampong.id Pastdsmpingan
22 | iPasiPirang feurentn hpeh Barat | pasipiaang ppld gampong id Pendamaingan
13 | Cor Darat fapatija Aoeh Barat | gampongootdamt ppid gampongid Pendamahgan

taporon#o10 Acoh 2023 (ST




Kampung i fahan .
4 Balok Pablawan Aceh Barct ke ungholsh snp pold pemgrong. kd PFardsmpingn:
15 | Pasar fceh P‘l:'::un furch Barel | germpongpasarsceh ppid pemoong.id Perdlampirgas
hahaii
6 | Ujong Xalak ey fuceh Barat | womghalak.ppld pampong.id Perulsmpingas
a7 | Suak indrapuri P'ahllu.nll a Acnh Barat | sualkbndmapurl, ppid gampong, id Pendampingas
Matang Glumpang o
45 | Dua Meunazh Feusangan Birnseri Fendampingas
Diavah
rL: | g:#msm! § Kta Jisang Birnusani geukngganggampong.apid gampong.id Fendampigas
a0 ;""::" Masmassh | s iang Bireuen ! Perdempigns
41 | Biang Bladeh Jpumpa Birruan Fendampingas
32 | Kuts Barat Sukakarys abuang kutsbarstppid gampong.id
33 | kuta Ateuh Sukakarya Sahang
3 | e Maiiles Sulcaisya Sabang iemieLles poid gampong id
15 | Bale Redelong Dokl Berer Merab | baleredalang. pedd, garmpang.
C. Tujuan

Laparan pelayanan informasi publik ini disusun dengan tujuan:
1. Sebagal kewajiban Badan Publik untuk membuat laporan sehagaimana amanah UU KIP,

dan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Momor 1 Tahunm 2021 tentang Standar
layananan Informasi.

2, Sebagal hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID
Utama yang bersumber dari DPA Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh selama tahun anggaran berjalan.

3. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keterbukaan informasi
publik di lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong serta pihak-
pihak yang membutuhkan kajian tentang implimentasi UL KR,

&, Merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Aceh, yaitu melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah yang merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik

5. Sebagai bagian tugas dari Pemerintah Aceh dalam pemenuhan hak tahu masyarakat
terhadap informasi pembangunan di Aceh sesuai amanah UL KIF.



Hambatan dan Kendala

Dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
teterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi PPID Utama dan FPPID
Pembantu selama ini sudah berjalan sesuai target, namun akibat adanya efisiensi
Anggaran, maka beberapa kegiatan seperti Forum PPID Kab/Kota dan Rakornis PPID
{abupaten/Kota yang merupakan kegiatan rutin tahunan tidak dapat dilaksanakan.
Dengan demikian banyaknya tantangan dan masalah yang dihadapi membuat pelayanan
nformasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh belum optimal.

Di samping masalah di atas maka hambatan lain yang masih perlu perhatian
adalah diantaranya:

1. Desk layanan informasi masih ada yang belum representatif dan ramah disabilitas

2, Masih rendahnya Komitmen Politik Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Gampong dalam membangun Pelavanan Informasi di masing-masing unit kerjanya.

3. Belum meratanya SDM berkompeten pelayanan informasi dan penyelenggaraan IT di
lingkungan SKPA dan Kabupaten/Kota.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkzan masih munculnya pengajuan
sengketa informasi publik oleh berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Aceh,
{abupaten/Kota dan Gampong kepada Komisi Informasi Aceh. Namun hambatan dan
kendala tersebut tidak membuat PPID Aceh melalaikan tugasnya sebagai Pembina untuk
melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan Informasi publik baik tingkat
SKPA, Kab/kota maupun Gampong. Komitmen untuk memperkuat layanan informasi
oublik di lingkungan pemerintah Aceh tetap dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan
koordinasi untuk keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan informasi publikx. Upaya
tersebut dilskukan dengan berbagai strategi dan kegiatan seperti;

- Melzksanakan Pendampingan penguatan kelembagaan PPID di lingkungan SKPA dan
Kabupaten/kota serta Gampong/Desa.

- Pengembangan aplikasi database PPID yang terintegrasi ke seluruh SKFA vang berbasis
Website hingga versi 4, yang dapat diakses melalui Android, sehingga dalam
pengelolzan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik dapat dilakukan
secara cepat, mudah dan murah.

- Website yang juga telah mengakomodir informasi publik bagi disabilitas



- PPID Aceh juga berkolaborasi dengan berbagai Stekholder terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat,  Perguruan Tinggi dan  sekolah menengah  atas  dalam
mengimplementasikan UL KIP.

- Bekerja sama dengan BPSDM Aceh sehingga dalam pelatihan darn pendidikan bagi
Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan materi UU KIP,

- PPID Aceh dalam implementasi UU KIP juga bersinergi dengan media massa baik

elektronik maupun cetak di Aceh,

E. Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik,

Sehubungan dengan ada kendala-kendala vang telah disebutkan di atas maka PPID
Aceh tetap komitmen dan akan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan informasi
publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan Gampong. Hal itu dapat dilihat
dari rekap Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024,

F. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

- Implementasi LU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
SKPA dapat dikatakan telah berjalan dengan baik.

- Dalam keterbukaan informasi publik, PPID Aceh juga membangunan koordinas: dengan
berbagai unsur Stakeholder,

-PPID WUtama juga telah berupaya maksimal dalam malakukan penguatan dan
peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk pendampingan o Lingkungan SKPA
Kabupaten/kota, dan Gampong

- PPID Acen telah melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis
website yang terintegrasi keseluruh SKFA dan dapat diakses melzlui Ancroid yang
telah diadopsi oleh 22 (dua puluh dua) Kabupaten/kota dan 35 (tiga puluh lima)
Gampong di Aceh

- Penyediaan informasi pada Aplikasi PPID sesuai kebutuhan disabilitas,

- PPID Aceh juga bekerja sama dengan lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan
Tinggi serta Lembaga Pendidikan lainya.

- Permmerintzh Acen telah menyelesaikan Qanun Aceh Momor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik,

- Selanjutnya Pemerintah Aceh juga teiah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 64
Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Pada

Pemerintan Aceh.

Laporar PPID Aceh 2023



- Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Guberrur Nomaor 1 Tahur 2023 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi can Dekumentasi Pada Pemerintah Aceh,
vang telah disesuzikan dengan Peraturan Komisi Informnasi Momor 1 Tahun 2021

tentang Standar Pelayaran Informasi.

. Saran - Saran

PPID Pelaksana hendaknya terus berupaya dar mengembangkan inovasi layananan

informasi, Menyediakan Desk Layanan car layanan anline yang ramah disabilitas,

menyediakan Anggaran yang memacai, penataan dokumen publik vang baik, Update

DIP di Website pada unit kerja masing-masing.

- PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/kota serta PRID Gampong hendaknya dapat terus
merngkatkan layanan infarmasi publik sebagai amanah UL 14 Tabkun 2008 Tertang
Eeterbukaan Informasi Puklik sebagai salah satu wpaya reformasi birokrasi di
Lingkurngan SKP& khususnya, Pemerintah kabupaten/tota dan Gampong pada
LIMUMnya.

- Pemerintah Acekh beserta jajarannya tetap harus komitmer dan konsekuen dalam

implementas Uncang Urdarg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infarmasi

Fublik sebagai salah satu upaya peningkatan layanan dalam pemenuban hak dasar

masyarakat terhadap informasi serta sekaligus sebagai upaya pencogahar dan

pemberantasan korupsi di Aceh.
.';
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Lampiran |suPermintaan Informasi Publik Tahum 2023

Pada Tanun 2023, PPIC Aceh mencatat 54 permintaar infermasi publik vang diagakan, 150
permntaan informas pub’ ik tarseout terdin dari sektor ragu'as, kesenatar, pertambangarn,
perescanaan, profil sadan publik, perkebunar, ekonomi, keuangan, pemoangunan, kependudukan,

pertanan, proses penegakan bukum, batas wilayahdan gender grafikoya bisa dilinat saperti ber bt

Jumilah Isu Permintaan Informasi Publik Tahun
2023
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DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipakai oleh PPID Utama Aceh yaitu:
Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
Dan Pemerintahan Dasrah,
Peraturan Komisi Informasi Momor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik.
Peraturan Komisi Infarmasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik dan penjelasannya.
Peraturan Gubernur Aceh Maomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelayanan Informasi Publik.
Peraturan Gubernur Aceh Momaor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Infermasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/933/2023 tentang Fenetapan Informasi
Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Aceh
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/72/2023 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/78/2022 Tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh

Semua dasar hukum di atas bisa diunduh di laman website resrm PPID Acch

o il e w s pae e peraturens

tentan g-keterbukaan-informasi-publik.
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KEWAJIBAN
BADAN PUBLIK

Adapun kewajiban Badan Publik yaitu:

1. Menyiapkan regulasi bidang pelayanan berupa Peraturan Gubernur/Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota,

2. Mengeluarkan Keputusan Fimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan PPID,

3. Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik tersedia
setiap saat, berkala, serta merta dan yang dikecualikan.

4. Menyiapkan tata cara dan Standar Operasional Prosedur (S0P).

5. Menyiapkan meja layanan, sarana prasarana dan penganggaran,

6. Melakukan pengembangan pelayanan informasi melalui teknologi informasi.

TUGAS DAN WEWENANG

PPID UTAMA

Adapun tugas dan wewenang PPID Utama yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan  mengkonsilidasitan pengumpulan DIF dari PPID
Pembantu.

2. Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji
konsekwensi oleh Tim Pertimbangan {atasan PPID) dan PPID Pembantu

3. Meminta dan memperaleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Aceh

4. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi
kepada PPID Pembantu.

5. Metakukan Pembinaan dan Koordinasl dengan PPID Hah,."ﬁnta_.

6. Membuat laporan pelayanan informasi kepada atasan PPID, Komisi Informasi
Aceh, dan Komisi Informasi Pusat, Kemendagri dan Kominfo R! Melalui Evaluasi
dan Pengawasan di PPID Pembantu.



TUGAS DAN WEWENANG

PPI D PEM BA.NTU R T T N e T P A

A

Adapun tugas dan wewenang PPID Pembantu atau Pelaksana yaitu:

1. Menetapkan Tim Pengelola Informasi yang dibantu oleh tenaga fungsional,
Administrasi, Arsiparis, Pustakawan Pranata Humas dan Pranata Komputer.

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpul bahan informasi dan
dokumentasi (DIP) dari Unit Kerja.

3. Menyimpan, mendckumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
infarmasi kepada publik.

4, Melakukan verifikasi bahan informasi publik.

5. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada
PPID Utama.

6. Berkewenangan memberikan pelayanan informasi sesuai  ketentuan dan
perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPA/Unit Kerja,

7. Membuat dan mengirim laporan ke PPID Utama, Komisi Informasi Aceh, dan
Komisi Informasi Pusat per triwulan/semesteran/tahunan.



TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA
KE KOMISI INFORMASI

L Elarifihas

r. Pemohon melenghapi
herkas permehonmm

Rizsn FAD Ranamgfas
denpen Sarst Teetrl

mendaflsrion wnghsia
informas kepada Kamisd

Pergajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan Pemohon
Informasi publik selambal-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tanggagan
tertulis atas surat keberatan pemohan informasi publik kepata atasan PPID bacan
publik atau berakhirrya masa 30 hari kerja bagi atasan PPID badan publik untuk
memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi

publik;



1. Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun
kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komiisi
infermasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan  penyelesaian
sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik
secara online seperti email;

2. Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan
pengajuan sengketa infarmasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta
registrasi sengketa informasi publik dan petugas kepaniteraan komisi informasi:

a. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang
telah disediakan petugas;

b. Membawa bukli surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

c. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta
tanda terimanya (jika ada):

¢. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda
terimanya;

g. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya
{jika ada);

f. Membawa bukti identitas (ldentitas yang sah vaitu fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah vang dapat membuktikan
Pemiochon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di
Berita Megara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3.
Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal
Pemohon mewakili kelompok orang).

3. Setelah permohonan sengketa informasi publik mendapatkan nomor registrasi
atau akta registrasi maka 14 hari kerja setelahnya komisi informasi mulai
melakukan proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan diawali
melakukan pemanggilan secara patut kepada pemohan dan termohon untuk

menghadiri sidang ajudikasi non litigasi tahap pemeriksaan awal.



ALUR PERMOHONAN INFORMASI

PU—



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN

Laporam PFLD Acen J0E3 @



TAMPILAN
WEBSITE PPID ACEH

TAMPILAN APLIKASI
PPID ACEH DI ANDROID
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Lampiran Isu Informasi Tang Masuk Tahap Peryelesalan Sengheta |nformasi Fullik Tarun Z023

Pada Tahon 2023, Komisi informasl Acebh malakukan arose: penyelessian sengheta informasi
pubiik t2rmacap L permohanar. e oformass sengheta terseput vedn gan sekoor pervehunan dan
kehutanan, kenjakan, kevangan, lingkungan, pengadaan barang dan jasa, kinena, kesehatan, proses

peregacian tukam dan pertananar. Grafiknya bsa dififat segert: oerikut:

Jumilah sy e npketa informasi Publik Tefiun 2023
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Lampiran VIl FOTD KEGIATAN
RAPAT KDORDINASI TEEMNIS PPID SKPA

21 FEBRUARI 2023

Pembukaan kegiatan oleh pefaksana harian PPID utama Aceh, sekaligus Kepala
Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik Safrizal AR, 5505, WM&

Pelaksana Harlan PPID Utama Aceh sekaligus Kepala Bldang Pengelolaan dan
Layanan Informasi Publik Safrizal AR, 5.505, MM menyampaikan pencapakan
keterbukaan informasi publik SKPA tahun 2022



Koordinator layanan informasi publik PRI Aceh Asriani, 5,.50s, M.SI menyampalkan
materd mengenal masalah yang dihadapi dalam pelavanan infomas) publik

|- Dl LR S |

S kLo
Pelayanan
Puliik

Peserta rapat koordinasi teknis PPID SKPA menyimak penjelasan mengenai solusi dalam
melayanal informasi publik

Laporan PPID Aceh 2023 o




Subkoordinator Pengelolazn Informasi Publik Ir. Alda Soraya, MM menjelaskan
tentang pemutakhiran informasi berkala di website resmi SKPA dan aplikasi PPID Aceh

Fakimar
Pelayaman

Peserta menyimak penjeiasan mengenal penyajian informasl publik di website
resmmil SEPA

Laporan PPID Acoh 2023 (5]




Perserta menyimak penielasan mengenal informasi barang dan jzsa

Peserta bertanya dan berdiskusi mengenal layanan informasi publik untuk disabilitas

Laporan PPID Aceh 2023 &4




FOTO KEGLATAN
PENDAMPINGAN PPID GAMPONG KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BIREUEN
TANGGAL 16-17 FEBRUARI 2023

Peseerta meregistrasi untuk mengikut kegiatan pendampingan PPID gampong
Kabupaten/Kota

Fembukaan kegiatan pendampingan #FO0 gampong di kabipaten Breuen

Laporan PPID Aceh 2023 65




Kegiatan Ini dipandu oleh Eepala Dinas Komunikast, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bireuen Zubair, 5H,MH s=bagai moderator

Kepaia Bidang Pengelolaan dan Lavanan Informasi Publik sedaku
Pelaksana Harian PPID Aceh Safrizal AR menjelaskan tentang
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik




Kaardinator Layvanan PPID Aceh Asrlon memaparkan tentang
Pembentukan PPID Gampong

Tim PPID Aceh mengecek perkembanpgan website Gampong untuk disajikan fitur PPID

Laporan PPID Aceh 2023



Peserta menyimak penjelasan mengenai PPID Gampong

Peserta mengikut sampail selesal kegiatan pendampingan
PPID Gampong kabupaten,/kota

Laporan PPID Aceh 2023 &3



Tim PPID Aceh melakukan kunjungan ke kantor geuchik gampong geulanggang
untuk meninjau iokasi lavanan informasi publik

Tim PPIC Aceh berfote bersama Tim PPID kabupaten



FOTO KEGIATAN
FENDAMPINGAN PPID GAMPONG KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN ACEH BARAT
TANGGAL 13 JUL! 2023

Peserta Meregistrast untuk mengikutl kegistan Pendapingan PFID Gampong
Kabupaten/Kota

Pembukaan kegiatan pendampingan PRID Gampong di KEabupateén Aceh Barat



Peserta menyimak pembukaan keglatan

Koordirator Layanan PPID Aceh Astian memaparkan tentang
Pembertukan PPID Gampong

Laporan PPID Aceh 2023



Peserta menyimak penjelasan mengenal pembentukan PPID Gampong

Peserta menyimak cara penambahan fitur PPID di website Gampong

Laporan PPID Aceh 2023 il




Peserta mendapatkan peagataman pendampingan PPID Gampong dari Akademisi
Univarsitas Teuku Umar

Foto bersama

Laporan PPID Aceh 2023 73




FOTO KEGLATAM
RAPAT KOORDINAS] TEKNIS PPID SKPA
PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUAS] KETERBUKAAN INFORMAS] PUEBLIK
TINGKAT PROVING] DAN NASIONAL TAHUN 2023
BANDA ACEH, 1B SEFTEMEBER 2023

Pembukaan kegiztan oleh Pelaksana Harlan PPID Utama Aceh sekaligus Kepala Bidang
Pengedolaan dan Layanan Informasi Publik, Safrizal AR, 5,50, MM

Felaksana Harian PPID Utama Aceh sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan
Informasi Publik, Safrizal AR, 5,505, MM menyampaikan pengisian Monev SAD
Pemerintah Aceh Tahun 2023

Laparan PPID Aceh 2023 7




Koordinator Layanan Informasi Publik PPID Aceh Asnani, 5505, M5 menyamipaikan
materi mengenai pengisian Money 580 SKP& Tahun 2023

Peserta rapat koordinasi teknis PPID SKPA menyimak penjeiasan mengenal informas]
penpgadaan barang dan jasa sebagai informasi publik wajib berkzla

Laporan PPID Aceh 2023 75



Peserta sedang mendengarkan penjelasan vang disampaikan oleh pemater

Peteria sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan aleh pemateri



Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampalkan oleh pemater

Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pematen

Laporan PPID Aceh 2023 71




Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri

Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampalkan odeh pemater



Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampaitan oleh pemateri

Peserta sedang mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri

Laporan PPID Aceh 2023



Peserta sedang mengajukan pertanyaan kepada pemateri

Peserta sedang mendengarkan penfelasan yang disampaikan oleh pemater

taporan epip acen 2023 (T
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GUBERNUR ACEH

KEPUTLISAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 555 7 1648 [/ 20023

TENTANG

PENETAFAN T[H FPEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERHUKAAN
INFORMASI FUBLIK PADA PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH.

Memmbang : 8. bahwa dalam rangks mewujudken  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang elektil, efisien, transparan dan
ekuniabel, perll pengawasan Yeterbulkaan informasi publik
pada Pemerinieh Aceh, perlu dibeniuk Tim Pembinaan dan
Pengewasnn Eeterbuksan Informsasi Publik pada Pemerintah
Acehy

b. bahwa berdasarksn pertimbangan scbagaimane  dirmakeud
dalam hurufl &, peclu mrnHL:l;Fl-:nn Keputuzan  Gubsrnur
lentang Penetapan Tim Pembinsan dan  Pengawasan
Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Aceh;

Menglngat 1 1. Undang-Undang Nomor 24 Tshur 10956 fentang Pembentiukan
Nasrah Chomom  Preping  Aeh dan Perubahan  Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 entang Pemerisbahan
3. Undanp-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronlk sebagaimana  telah diubsh  dengan
Undang-Undang MNomor 19 Tehun 2016 (entang Perubshan
Atas Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2008 téntang Informas
can Transaksi Elektronik;

4, Undang-Undang Momor 14 Tahun 288 enlang Keterbukaan
Informiasi Publik;

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan

Puhlik:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Kearsiparn,

v Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemeritiahan

Deaerah sebagaimans telah beberaps kali divhbah terakhic dengan
Undang-Undang Nomar & Tahun 2023 iontang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pepgganti Undang-Undoang MNomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerje Menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah MNomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelalsanann '[.I'nl;lms-'l.l'ni;l.p.rq; Komor 14 Tohun 2008 tertang
Eeterbukaan Tnformeasi Pulblik;

O, Peraturen Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2017 tentsang

Pembinaan dan Penpawasan  Penvelenpgparaan Pemerintaban
Dacrah;

LO. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 3 Tabun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan [nformas dan Dokumentas di
:I Lingkungan Kementerian Dalam Megeri dan Pemerintahan

Diacrah;

-1 o

11, Peraiuran .../ 2

LR TS W el e T TR e Ry



L1, Pematuren Komisi Informasi Momor | Tehun 2013 tentang
Progedur Pervelszaian Sengieta Informasi Publik;

12, Peraturan Komisi Informasi Momor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informas Pulblile;

13, Qanun Aceh NMomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Peranglat Aceh sebogaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 3009 tentang Perubahan Atas
Ganun Aceh MNomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;

I4. Qanun Aceh MNomor 7 Tahun 2019 fentang Peopelolaan
Keterbukaan Informasi Publik:

i5 Oenun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistermn Informsasi
Aceh Terpadu;

6 Peraturen Gubernur Acel Nomor 1 Tahun 20233 tentang
Pedornan Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi
pada Pemerintah Aceh;

MEMUTLISEANM:
Menetapkan '

HKESATL ¢ Menetapkan Tim Pembinaan den Pengawasan  Keterbuloaan
Informasi  Publik pada Pemerintah  Aceh dengan susuman
persopalia  sebagaimana tercantum  delam  Lampiran  vang
meripakian bagian tdak terpisahkan dan Keputusan Guberniur imi

KEDLA ¢ Tim Pembinaan dan Pengawasan Keterbuksan Informasi Publik
pada Pemerintah Aceh bertupgas:

a, melakuban pembinasn den pengawasen terhadap implementas)
kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Aceh:

k. melalukan pembinann dan pengawasan dalam  pelayanan
informasi  publik pada  Pejabat  Pengelola I[nformasi  dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten,/ Kota dan Gampong; dan

e. membangun sinergitas dengan instansi lainnyva di Aceh dalam
Eeterbulsman Informes Publil.

KETIGA i Segala hiaya vang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubemur
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA| Tahun Anpgparan 2023 melalui Dokumen Pelaksanasn
Angearan  Satuan  Kerja  Perangkat Acceh [DPA-BEPA} Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh,

KEEMPAT i Keputusan Gubernur ini miulai berlaku pada tangeal ditetaplaan
dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2023,

Illteta.pka.n di Banda Aceh
tangeal, 1% Oktober 26323
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FPEMERINTAH ACEH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
SELAEL

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS! DAN DOKUMENTASL ACEH
MOMOR 180 §Ff267 2023 .
TENTANG

PEMBENTUERAN TIM KAJIAN ANALISIS PERATURAN TAN
FASILITAST PENYELESAIARN SENGEETA [NFORMAS] PUBLIL

SERRETARIZ DAERAH ACEH,
SELAKL
ATASAN PEIABAT PENGELOLA IMNFORMASI DAN RDOEUMENTASI ACEH

Menimbang & bablwe untuk menimdaklaniali kKetentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menten Dalam Negerl NMomor 3 Tabon 2007 tentang
Pedomen Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dokumentas
dilimgkungan Rementerian Dalam Negen dan Pemenntah Daerah,
ks periy adanya pembentukan tim kajian analisis peraturan
dan faslitas] penyelesaisn senghets mformasi publik;

t.  babwa berdasarkan pertsmbangan sebagaimeana dimeksud dalam
burul 8, perlu menetapkan Kepuiusan teniang Pembentukan Tim

Hﬂﬂian Analisis Pereturan dan Fasititesi Penyelesaian Senglketa
Inlormasl Publik;
Mengingat (1. Undeng-Undang Nomior 24 Tahun 19506 esbang Pembeniukai

Dacrali  Otonom Propimst  Atjeh  dan Perubahaon  Peraturan
Permberrukan Propingl Sumatera Uiare:

2 End}fng—l.indanﬁ Momor 11 Tehun 2006 tenlang Pemernintehan
e,

3, Undang-Undang Nomor 14 Tehun HHES tentang  Reterbukaan
Infearenasr Pubie
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20009 1eqtag Pelovanan Pubbik,

B I.In{Lnng-l.Jnrhnﬂ Moamor 23 Tahun 20049 1enEag }".tELI'blpH.I'Ii

6. Undeng-Undsang Momer 23 Tahun 2004 tenteng Femermtahoan
Daeraty  sebogaimana telah beherapa keli diubash  terakhir
dengan Peraturan . Pemerntah Pengganti  Undang-Undang
MNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta R,

7. Pemturan Pemenintab Nomos 61 Tahun 20140 weniang Peliksannen
Unitang-Undang Keverbukasn Informas Pubilik,

A, Peraturan Pemerintah Momor 18 Tehun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Docrah sebaguimana telah dicbah dengan Peraturesn
Pemerintah Nomar 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tehun 2016 wnlang Orgacisssi
Perangkni Daemali;

o, Peraturan Meoterd Dalam  Neger Momor 3 Tahun 217 tenisang
Pedoman  Pengelolasn Pelayanan Informasi don  Dolumentosi '
Kement=rian Dalam Neger don Pemerintahan Dasrah;

10, Peraturnn Menteri Komunikasi dan Informatka Nomor 8 Tehun
2019 tentang Peayvelenggarsan Urussn Pemerintaban Konkuren
Bidang Komuntkasi dan Infarmanka:

11, Qenun Ageh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perobentukan dan
Susunen Perangkat Aceh sehagaimana te diubeh dungan
Oenun Aceh Nomoe 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Alns

gmun Aceh Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
usunan Perangkat Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 7 2 Tabun 2019 fentang Pengeloiaan
Eetrrbukann Informmass Pulslik:

13, Garain .., 2

% R AL s P Dbt e DR ol



13, urr Aceh Nomor & Tahun 2002 tentang Anggeman Pendapaten
an Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
14, F'n:mmrnn Gubernur  Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Penja Pendapatan don Belanja Aceh Tahun
AngEaran 2!]13

153 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman
Pepgelolasn  Pelayanan  Informasl  dan  Dokumentssl  pads
Pemerintah Aceh;

MEMUTUSEAN:

Monetapkan !

KIESATL r Membentuk Tim jian Analisis  Peraturan dan Fasihins:
Penvelesaian Sengketa Informasi Publik dengan susunan personabia
sehagaimana tercantum dalam l.u_mpurun yang merupakan bapgian
tidak terpisabhkan dam BEeputusan [ni

KEDUA ;  Tim Kajian Analisis Peraturan dan Fui‘ljr.usi Penyelesainn Senghoisn
Informasi Publik bertugas:

i, mengknjl dan  mepgaoalisis peraturan  perundang-undangan
dalam pelayonan, pengsjuan  keberatan dan  peEnyelesa|an
sengkota;

b, mengkajl dan menganalisis serta menyispkan dral wnggepan
plas pengajuan keberatan informasi pabdk;

¢ mendampingl Poabal Pengelola Informas: dan  Dokumenias
(PPID pelaksana,pembaniu  dalam memahaml — persturan
FEHJ.‘I'I.-I:L'.II’LE Iu.m:ld.'lngn.n krterbukaan  mformosd Fub.l!k darn
peraturan terkait lainnyva;

i, memfasilitasi dan menghadin penyelesaian sengketa mformasi di
Eomisl Informasi ﬁ-. can Pengadilan Tata Usaha Negara
(FTUN]; dan

e, memﬂﬁﬁpmn dral memor banding Jdan  EORoea  memor

g acheapgsi bahan kelenghapsn menghadapi sengheta di

KETIGA 1 & blaya garin timbul  akibatr dikelusrkan Keputusan  ind
:[1 bmhnn padin Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran J023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Per Aceh [DPA-SKPA) Dinas Komunikas, [niormatike
dan Persan Aceh.

KEEMPAT : Reputusen  inl oeulal berlaku  pada  tanggal ditetapkan  dan
-I:I]J'I.P_T‘-LELEJ'I:HII berlaki surut s=jak mnggal 1 ..Imﬂl.;";ﬂ 2023. P

Ditetaphkan di Banda Aceh

padn tanggal, & Febryarn 2033
“3 Ramb 1444

3 EKEETHR] & DAERAH ACEH,

SELAKU
A.am-t P’!:J':-Ba'r PERCGELOLA [NFORMASE
4 Dm: DOKUMENTAS] ACEH

TS
TAMI

SALINAN - dan Kroopasan ind ceamoalbnn Sepedu:

i ?ﬁluPﬁtHuthm
um Perim
3. FPD Chama: S

%#I"I“.“kﬂl'ﬂﬂﬂﬁ"

agoraer e uzs (A



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
ELAKL ATASAN FE-KJEIE&T PERGELOLA INFORMASE J

TENTANC RTUKAN TiIM HAJIAN  ANALIZIS

PEMTU:EEH DAM  FABILITAS]I  IMENYELESAIAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM KAJIAN ANALISES PERATURAN D-"I.N FasiLITAS]
PENYELESAIAN SENGKETA INFURMAS] PLUBLIK

MO NAMA/JABATAN POKOK i B D
l 1. Fﬁ:h‘l!l.ﬂnl- Dmernh Aorh Prrgarak
2. . Hepos Diruis Komusciias, Dformetile dan Persecd inn- Aceh et
3. Ilftpn'ﬂ_ Birp Hukum Setlfa Ac=hb - - Wikl Ketun
2 Kepnia Elduh,g Fl1|pFL|.|.|.l.|.|r| e Lisyzizticn Tiafareninl Pubildh Beloreturis
l ? _.-F._:pn.lq Hagan Hi.l'l.'l.'l.l.l.l.'l I-lukl.l:n .HJE-;;;L; ﬂ;n:ll. Acen Anpem !
B ;I-Ing-l-llni" . 50n, M50 |Prunats Humas Anli Muda Bub Keardinetor Laymnun Inﬁwrl'-ﬂil &l Anegmia "
I 7. | Basubbaop Moo Litgas) dan Hals Asisl Maouska Bire Hukom Setda Acely A nggoti
; H, Suryn Ramadhan, 5,508, 8.5 (Analis Rebimikan Akl Mude Bwfang FLIFY a'.J'Ji.i;l.l_l.-\.'l_
i 9. | Fabom, 5T, MG jAnals Kebjmean Abl Muotda Bideng Persarmbisng Arigarila
i 10 | Senmsuarml S E|-|,|ll.-|[":&:ll'|u.ﬁl1m:rt.1rl-ﬁﬂ| Femerininion Bdang PLIF Angmatn
I 1 |._- l .';.|-!'1 f'il:j:ll -L-'lllllill Ratand (Fengatiminiscast Pempennialie BEdlong PLIF | AngpEia |
12 Rdhﬂlrlﬂ [Tekoar Thnas Kommnfo dan Persandinn dceh) i :nmntn '

- SEKRETARIS DAERAH ACEH

¥ SELAKLI
Jﬁhﬂ' PEJABAT PENGELOLA I]"-FF'GRM.HE]}!
M DOKUMENTASI ACEH

BUETAMI

ATE W DATRWAHID . M NP0 MR A EAE AN



GUBERNUR ACEH

ERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR @1 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYARAN [NFORMASI
DaN DOKUMENTAS] PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUEERNUR ACEH,
Menimbang @ a bahwa dalom rangks meningkatkan ranan informasl dan
dokumentasi  vang berkoalitas  d AN adanys . pedoman
Engthhm pelavanan  informest  den  dolsmientasi pada
merintah Aceh:

b. bahwa Peraturan Gubermar Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengeiclaan Pelavanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai lag dr:r%};a.u perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan schingga perlu digant;
e bahwa berdasarkan pemimbangan schagaimana dimaksud datam
huraf a dan lorafl b, perla mens 1 Peraturan  Gubernur
teptang  Pedoman  Pengelolsan Pelavanan  Informast  dan
Dokumentasi pads Pemerintah Aceh;
Mengimgat : 1, Pasal 18 f 16) Undanpg-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1%43;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 @enang Pembentakan
Doeruh Otonom Propinai Atjeh  doan Perubaham  Peraturasn
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran  Negarn
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomore 11003

b= UnﬂﬂnﬁUhdanu Momor |1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20085 Monwn
A2, Tambahan Lembaren Negars Republik Indonesia Nomor 4433),;

4. Undoang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Pubhk [Lembaran Ne Republik Indonesiz Tahun
A008 MNomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Mommor 48445);

5. UI’JI’J.HI:IE—UDI]!I’J.H Nomor 25 Tehuan 2000 imiang Pelaysnan Pablik
(Lembaran HI.'.E_IITI. Repizblike Indonesia Tahun 2008 Nomaor 1053,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S0348);

6. Undang Undang MNomor 43 Taohun 2009 tentang Kedrsioan
{Lemixirnn Negara H:ﬁul:ﬂ:ir. Indonesia Tahun 200% Nomar 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S07 1);

7. Undang-Undeng Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemérintaban
Draerch [Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 32004 NMomor
244, Tambahan Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 Negara Republik
Indonessa Nomor 5587) se imana telah beberapa kKl anaibih
werakhir dengan Undong:-Undang Nomor | Tehun 3023 tentang
Hubungan Keusngan anters Pemerinteh Pusat dan Pemenntaban
MNaereh [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 362 Nomior
4, Tambahan Lemberan Negara Republik [ndonesin Nomor 6757];

8. Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undoang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten Eeterbukaan
lformasl Pub {Lemb=iran N Republik b gia Tahun
20 Momor 99, Tamboban Lembaran Negoen Bepublik Indanesia
Wamor 51459},

9, Peraturan ... /2

%—x it i [ A PR Ty



4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tehun 2017 tent
Pedorman Progelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumien s
Lmglamgan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
{Berita Mepara Repablik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10k ﬁtﬂm“ P:H-nmjai Imfirrrmesi Pum= I'anﬂl' IPLﬁ;nlgﬂlfa tentang

sedur Penyelessian bnﬁ :-u:':lﬂ nlarmas erita Negara
Republik Indonesis Teliun 2017 Nomor 137);

11 Peraturan Komis] Informasi Puset Nomor 1| Tahan 2021 """“"‘"!’E
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741[;

12.Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keterbukann Informasi Publik {Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomar
1%, Tambahan Lembaran Acch Momor 117);

13. %:.Elpl.nl.nd Acch Nomor T Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh

u (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor &)

4. Peraturan  Qubernus  Aceh  Nomor 55 Tabun 2020 tentan
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 201
tunm.'nlg Bedudulan, Sesunan Organisast, Tugas, Fungs: dan Teta

jan Dinas Komumnikasi, Informa dan Persandian Aceh (Berita
Daerah Aceh Tahun 2000 Nomor S04

MEMUTLISKAN:

Mencltapkan : PERATURAN UUBERNUR TENTANG FEDOMAN FENGELOLAAN

EEH’AHAH INFORMAS! DAN DOKUMENTAS] PADA PEMERINTAH

BaR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ind, veng dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keternngan, permyatnan, gagesan dan tanda
tandn yang mengandung nilai, makna, dan pessn, baik data,
fakta, moupun penjelasannyn vang depat dilhat, dadengar, dan
dibaca, yang disajikan dalam be i kemasan dan format sesua

mbanpan teknologl informesi dan komunikesi sccara
clektronik dan non elektronik:

. Dolumemias  adalah  kegiatan  pengumpulnn, pengelolaan,
penyusunar, dan pencatatan dokumen, dote, gambar, dan susrs
untuk bmhan Wnformasi Publik baik tercetak, torekam maupun
elektronik.

3. Aceh  adalah  Dacrah  Provinsd yang  merupakan  kesatian
masyarakat hukum yang bersifal istimewa dan diben wewenang

kbusus  wnmuk tur dan menguns Csenditi | uresan
Pemenntah dan Im-p-enmr;gan 1) t_atwmﬁp.u't sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatiuan Republik indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negarn Republik Indonesio Tabhun 1945, vang dipimpin oleh
seorang Gubernur,

4. Pemerntah Aceh adalah unsur penvelenggara Pemerintahan Aceh
yeng terdim atas Gubermur dan Perangkal Aceh,

3. Gubernur adalah Kepala Pemenniah Aceh

f. Dewan Perwakilan qat Aceh vang selanjutnys disingkar DPRA
pclalah mnyrhrmﬁlg—mrdnuhnn Aceh y'Lnn anggotanya dipilih

mielalul pemilihan wmm,

7. Batuan Kerjn Perangkat Acch selanjulnys dintngkal SREPA adsiah
organieasi perangkat dacmah pada Pemerintah Aceh,

8. Bekretarint DPRA adnlal SKPA penunionge vrusan pemerineshan
Aceh sebugal unsur pelavenan terhedap DﬁRﬂL

&, Inlormast .. 03

m‘.-ﬁ..himﬁwlq‘l
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9, Informasi Elektronik adeleh samu atau  sekumpulan  data
ehktmnil: termasuk tetapi tdak terbatas pads tulisan, swars,
ﬁ:m rancangan, foro, Electropie [ota J.rl-tem'mrwr [El:rfl.
auml els nilk [rlectronie mail, tele Lebeles, MTEW,!DIF mtan
sejenis nya, hurcf, tanda, Emg]m. H|;t|-|:|| akses, simb
perforasl vang telah diolah vang memilila arti atau dapat :ttp:'ll'l-'l-ﬂ'll
aleh erang yang mampl memahaminya,

1. Informasi Publik adeiah informasi yange dibasilkan, disimpesa,
diloelele, ddlr.irim den diterlnn  oleh u]nnlnh Aceh  yung
herkaitan dengan wlenppara dan penyelengearsan o 2
dan /atau p:m_ﬂ'-nmr;a“rﬁ dan penyelenggaraan Pemerintah Tﬂh
;m;nn{a, serta informasi ban vang berkitan denpan kepentingan

11, Dokumen Ekkironik adealah sctbep Informesi Eleluonik yang

gl:mt'; ﬂimg% tlil.:]:'if:k:.n. dil'?icmn E!fﬂlid'il'lmpn'rb l.:lulﬂ.l'l'l

ik an iel, clektromegnetl; AL BEEnESYE,

ang dapat dilihat, ditampilkan, dsn,.fatau i r metaln

OmIpILEr Gk sisiem -l.-:ll.:I-:I:J'l.'!riﬂ-r.1 lermasuk wiapl tidak terbatas

pads  tulisan, susrs, pambs a, mancangan, fboo gt

sjenisnya, hiruf, tanda, unnl:u kode nlses, aamml auEy perforasi

vang mermuliki makne atau art .aiuu dapat dipahami oleh orang
yang mampy memahaminya.

12, Teknologi Informasi adalah sustu teknik untuk mengumpulikan,
menyiapkan, IR 1YL e, mEmprascs, raenglrrLmkin,
menganalisis dan/atau memyebarkan nfrmeasi,

13 Sistem Elekuronik adalabh serangkaian peranghat dan prosedur
elektronik yang berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan,
menielah, me H5i5, MENVENpaEnN, menampilkan, mengum
mengirinuan Jatau menyvebarkan Informast Elekuronik.

i4. Badan Publlk adalah Samean Kerja Peranghkat Aceh.

13. Ftlnrnm Informasi adalah jasa yang diterikan oleh pemerintah

kepada masyarakat pengguns informssi.

Ia. Pe ilinzan  Informasi adsiah prrm.l:'.a rmpan. tayanan, dan

ﬁﬁ]rumrntaaun informesi ].L'Er memasinkan
t.v:rpl:nu]'unj'n hak masyarakat atag mfnrma!a puhhk

17, Klasifikas: adalah pengelompokan informasi dan  dokumentasi
secara sistematis berdassrkan uges pokok dan fungsi organisasi
ne.rl'.l:l. hmitegnn mlformast.

18, Pojabat Fm Iola Informasi dan Dokumentes: yang selanjuinys
lil!mgir.ﬂl D adatah pejabat vang bertanggung jawab dalam

pengumpulan, pendokumentasian, penyvimpanan, pemeliharaan,
penyedisan, distribusl dan pelayanan informas! dan dokumentssi

di Lingkisngan Pemernintah Aceh, yang terdiri dar PPID Utiimas dien
PP Pembantu,

1%. Atagan PPID adalab pejabat vang merupakan atasan PPID Utamas

20, PPID Pembanio  adalabh  Pejabat  Pengelola  Informasl den
Dnlmmrnmai vang berada pada SKPA.

21. Pengelola La Informast dan Dokumentesi 3 selanjuinya
:llﬁungjmt FLE adalal sysunan pengelola lavapan informest dan
dokumentasi di ingkungan Pemerintah Aceh.

22, Standar Operamional Prosedur vang selanjutnya  dimngkat S0P
adalah serangkaian pefunjuk tertulis vang dibakukan mengenai
proscs penyeienpearadan tugas PPID.

23, Daftar Informast dan Dokumentasm Pubbik yang selanjuinya
disingkat DIDF adalah cataten yang berisi keterangan secarn
sistemaltis lentang sclurah informes dan dokumentasi pablik
yang beradn ¢l bawah  penpgunsasn Pemeriniah  Aceh  hdak
termasulk informis dan dokumentes vang dikecualikan,

24, Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi van El.'l-FlJ'!.l'l.Fh'!I:m
disi t RPID adalsh tempal  pelayvanen msi
dokumentasi publik dan ber informasi dan dc-}rumnnt:uul
lainmya YRNR h-:rtujuun |,.|11.:l|..| meeminsilitas PE Y ELITHIEN
informasai dan dobomentasi publik.

25, Sistem ... /4
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25 Bistem Informas don Dokumentasi Publik yeng sclamputnyi
disingkat SIDF sdalah sistom penyediaan layanan informasi dan
dokumentasi sccara cepal, mudah, dan weajer scsual dengan
Undang-Undang Reter Informasi Publik.

26 Laporan anan Informasi dan Dolumentasi yang selanjuinys
disinghkan D adalah laporan yarﬁn berisi gam I urnum
kebhijakan  teknds  informasi  dan kumentasi, pelaksangan
F'_injlun:nn irforimas dan :lnh.nnml.u.hl, dan melomendasi serta
rencanm Hmdak lanjur unmek menmgkatkan kuskitas pelayvanan
informasl dan dokumeniasi.

27. Forum  EKoordinasi  Pejobat  Peagelolsan Informeasi  dan
Dokumentasi Pemerintah Aceh v selanjutnya disebut FEFPID
Pemerintah  Ageh adalah w komunikasi, koordinasi,
konsolidasd, pembingan, dan pengawasan FRD Pemerintah Acch
dan PPID Pemerintah Kabupaten /Kota

28. Betiap Orang adalah orang perseorangan. kelompolk orang, badan
hukoutn, sten badan p-JL‘rIi.E.

29, Dmta Pribady adetsh data perseoran terteniu vang dosimpan,
direwat, dan dijags kebenaran seria dilindungi kerahasiaannya:

A0, Penyandang Disabilitns sdalah  setinp orang yang mengalami

terbatasan fsik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka wakta lama vang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dopat mengnlami hambatan don kesuliten uniuk berpartisipast
SRECHTA rE;;“h dan  efeldtif dengan wargs negara  lainmya
berdasa kesamann hak.

A1, Walidata adalah unit pada mstansi pusat dan instansi dacmhb

vang melaksanskan tALaAn p:-ngu.rroLE.l!an. eriksaan, dan
pengelolaan data mnﬁiumpnthnn h usen dota, serin
menycbarlunskan data,

32. Portal Duata' Aceh adalah media bagh pakal data Pemerintah
Aceh vang dapat dinkses melalui pemanfaatan teknologi informasi
dim komanikasi,

33. Interoperabilitas  Datn  acdalah  kemampusn  datd untuk
dibagipakaikan antar sistem elekironik yang saling berinternksi,

34, Bantuan Kedinasan adelah kenpsama antar Badan Publike guno
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelavanan publil.

A5 :_FTI'IEEIIII_I Informasr Publlk adalsh arang yang mmgx'l.mn.knn
informasi publik sebagaimeana diatur dalam Peraturan .
urdargan.

36 Pemohon Informasi Publik adalah wergs negara, dan/atau badan
hukum Indonesis yang mengajukan permintaan informasi publik,

37. Permintean  Informasi  Publik  adalah rmohonan  aniuk
memperoleh Informasi Poblik dari Badan Publi

A8 Uji Konaeluensi adalah  pertimbangan dengan seksama dan
penuh ketelitian tentang damn atan ekibat yang timbul apabila
syaty informasi dibuka dan sdanya kepentingan pahlik yang lebih
!.'lr_'!ﬁl._rkyunu harus dilindung dengan meoutup suaiu ioformess
i

39. Bengketn Informasi Puhlik adalah seneketsn yang tergad] antars
Badgj;: Publik  den Pemohon Inl'Egmmr Publik dan/atau
Pepppuna  Informasi Publik  yvang  berkaitan  dengan  hok
memperolelh  dan/atau menggunakan informasi publik
berdasarian Peraturan Perundang-undsngire.

40, Mediasi adalsh penyelesaiaan sangkets informasi publik antars
para pihak me i bantuan mediator Komisi Informasi,

41. Ajudikasi adalnh proses penyelesalan sangketa informasi publik
antars pern pibak vang diputus oleh Komise nformmasi,

Pasal 2

Peraturan Gubemur ind dimaksudican sebagsl fan bagi 2EPA
dalam wnphhwammn Informasi Publik dan Dokumentas
pada Pemerintah s

Pasal 3 ... /5
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Pasad 3
Permtuiran Gubernur i bertajuan:

A L= pemenntahan yang baik, transgaran,
:E:hm!l! elisien, Eunta | gerta dupat dlptrta.nagl.mgﬁwbhin.

b, jarmin tertib administrasi pengelolean pelayanan Informasi
Puh dun Dokumentasi pada FP: tah Aceh; dan
¢. meningkatkan pengelolaan  dan  pelayanan  Informasi  dan

Dakumentasi tahan Aceh wntuk menghasilkan lavanan
Informasi dan Dokumentas yang berkoalitas.
Pasal 4

(1] Pengelotaan Informasi dan CDokumentasi pads Pemeriniah Aceh
dilakzsanakan berdasarlon prinsip:
. mudah, cepat, cermat dan akurat;
b I:r.rl.'l-pnrqn',
¢ akuntabel, dar
i, proporsionalibos.

(2} Mudah, cepat, cermal, dan aJ.n.trnL “E‘ﬂu‘m‘“ dimaksud pada
avat (1) hunlf n., reu:u m pemberian pelayanan
informsasi Eaka-una n  tepat wakiv, disajikan
dengan lrrlgk.np. mkﬂ:mk.m sesual kebutuhan, dan o mudah diakses.

(¥ Transparan sebagaimana dimaksud poadas u{ni 1] hurwl b, vaitu
dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik harus dilaksanakan
gecarn jelas dan terba

(4] Akuntabel sebagamana dimeksud pada wyat (11 horal e, smite
setiap kegintan dalam pemberian Pelayanan Informasi Pubbk
haras dapat diperangpungjawabkan,

(3 Proporsonalitas s: imana dimaksad pads ayar (1) huruf d,
ailu sciiap lam pemberian Pelayanan Informeasi Publik
AP M 1_1]nm keseimbangan anturo hak dan kew)iban.

BAH 1
HAK DAN KEWAJIBAN
Haginn Kesaiu
Hak Pemchon Informasi Publik
Pasal 5
{1} Setap Omang berhak memperoleh Informasi Poblik sesws
ketentuan peraturan porusdang-wnde g,
{2) Betiap Orang berhak:
i mclihat dan m.LI'I":I.IJ.'I.II.i Informast Publik;
b, me adirl pertemuan publi v terbuka untulk  Umnuan
dalzﬂ-lm:mperu!eh In[nrr:fnn Iﬁ.lbhlnﬁ

(8 mnﬁaﬁ:kﬂn ealinan Informas: F'u'l:l-tlllr melalin  permohonan
sesual ketentuan peraiuran perundang-vndangan;

d. menveboarfuaskan Informasi  Publik  sesuai  peraturan

perundang-undangan.

13} Setiap Pemohon Informas: Publik berhek mengajukan permintasn
Informas: Publik diserial alasan Pl:rmi:ni.n..:m. Lerschiit.

(1) Betinp I"trm:'hu-n Informasl Publik berbak mengajukan gugitan e

?cn pabila dalam memperoleh Informas: Publik mendapat

mn ntnu lcep.mahin sesual ketenluan peraiuran perundang-

Baglan Kedus
Hewajiban Pengguna Informiasi Publik
Pasal G

{1} Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informess Publik
seRLR] ketentuan peraturan pemundang-un

(2} Pengguna ... /6
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(2) Penggunsg  Informesi Publik wajib mencantumbkan  sumber
memperoieh Informasi Publik, batk yang digunakan untuk
kepentingan sendir  maupan untuk keperivan publikasi scsual
kotrniuan peraturan pcmnd.ung—l.ll:ll']ﬂl'@,ﬂ:t‘l

Baazion Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh
Paragraf 1
Hak
Pasal 7

(1} Pemerintah Aceh bBerhak mesiolak memberikan Informasi vang

dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangarn.

(2) Pemerintah Aceh berhak menoclak memberikan Informasi Publik
Jikoi tidalk sesued ketentuen peraturan perundang undangoe.

{31 'Lnﬁ;:rnn_ul vang dikecualikan scbaguimons dimaksud pads ayvat {1
mefipartic
a, Informasi vang dapat membabayakan negira;

b, Informasl yvang beckaitan dengan kepentingen  perlindungan
usaha dan persangan usaha tdak sehat;

. Informasi yang berkaitan dengan hal pribadi;

d. Informasi yang berkaitar dengan rahasia jabatan; dan/atau

e Informasi yang bebum dikuasasl stay didokumentasilan,

{#] Pemerintah Aceh berhak mempernleh suatu Informasi Publik dari
Badan Publik lainnya dengan mekanisme Baniuan Kedinasan
dalom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

(3] Bantuan Kedinosan sebogommonn dimaksud peda ayatb (4
dilaksanakon sesual ketentuan peraturmnn perundang-undangan

Paragraf 2
Revagiban
Pagal &

(1] Pemerintah Acch wajib menyediakan, memberikan danfatsn
meneridikad  Informas; don Dolcumentasi Blik Yang mrn]'.ndi
kewenongannya kepads Pemohon Informasi Publik,

(2] Pemerintah  Acelr  wajil menyvediakan Informast Poblik  vang
akurat, benar, dan tidak menvesatkan,

() Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimalesud poda ayat
(2], Pemerintah Aceh dapatl membangun  dan  meogembangkan
asigtern Informast don Dokumentasi VEng dpr,u.t dislkres d,mn
mudah.

4] Dalom bel ade rmintsan  Informasi. Publik oleh thuhun
Informasi Publik, crintalh Aceh wajib membuat pestim
tertulis atas E-L'U.E.j:l kebijakan vang diambed untuk memenahi
aotiap Pemohon Informast Publik.

(5] Perfimbangan tertulis scboagoimona  dimedeesd ayat (4]
ﬂitnrﬂpm aleh PPID mas perselugusn Alasan PPID l:-|.1|.|| Pi
tama

6 F-rrlrmhanﬁm tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat [4) dapat
setigp Pemobion Informas Pubdil,
Pertimbangan se imana dimaksud pada avat (4] anarm lain
¢ e rmLg pr:rrjmhﬁgn agama, palitik, F:hunnr'rd. EE::-LmI. buideya,
diun/atau pertahonan den kepmanan negam,
8) Dalam ran memenuhi kewajiban sobagaimana dimaksud
- ayat ([ ﬂﬂt%kp::i dengan ayvat #T'Brmrmra Aceh dapat; paca
i, menstapkan standar layanan;
b, menunjuk dan menetapkan PPID;
¢, menciapsan dan memuiakhirkan Daftar Informas] Pablile;
d. menyediakan sarana dan prasarang leyvanen Informasi Publik
dengan Jistem Elektronik dan nonslektronik;

#u-u P LT P S
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e

mm-u.-t.nplmn standar binya perolehan salinan Informasi Pubiils

mibinyaan ba penyimpanan,
ﬁhmrmﬂ, wﬁudh&?ﬂ dlazn pei.a}*a:ﬂn Informasi Publk;
I'.I:Iﬂ'!l'.lbl‘E.Ld.E.l‘l mengumumkan laporan bovanan laformas] Publik;
. menyampaikan salinan laporan lavapan Informasi Publik
kepada Komisi Informas:; dan
meclaknkan monitoring, evalins), dan pembinaan peliksenaan
layanan Informasi Publik pada instansinya.
19 Pelaksanzsan kewsjiban Pemerintah Aceh sebagoimana dimaksud
pada avat (1} wajib memperhatikan perlindungan Dats Pribeadi
(10 Perlind Data Pribadi sebagaimana dimaksud padn ayat (9]
dilakzanakan seduai ketentuan prraturan perundang-undangan,
i{1l) Pelaksanaan kewsjiban Pemerntah Aceh sebagnimana dimaksud
B:E aﬁt {1] wajib memperhatikan Aksembilitas bagi Penyandang

:'"F frp

=t

(12) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilites schagaimana
dimaksud dimaksud pada ayat (11) dilabeeanakan sesosi ketenhian
peraturan perundang-undangan.

BAR I
ELARIFIEAS] INFORMAS] PUBLIK
Pasal 9
Informast Publik pads Pemenintah Aceh meropakan mformasi yang
dihasilkan, distmpan, dikelola, dikirim, diterima atau yvang berkaitan
dengan ptnvdumg&rnan pemerintahan pada Pemerintah Aceh.

Pasal 10

(1] lmformast Publik scbagnimana dimakswed dalam  Pasal 9,
berdasarkan klasifikasinya tendiri dari:

a. Informasi yang wajlb disediankan dan divmumkan secara
berkala;

b. Informasl vang wajib diumumbkan secara serta merta;

. Informast ving wajib tersedia setiap saat; dan

d. Informasi vang dikecualikan,

(21 Informusi - schagaimana dimeksud pada ayat () disediakan dalam
bentuk dokumen digital [softeopyd eileu Dokumen nondigiial
| hardeop).

i3] F'l-‘nyl.'d.mn Informasi  dalam  bentuk  Dokumen nmﬂiEle

imans dimaksud padn ayar (3] ddak ber
muu#%rm ktronik.

Pemyediaan Informasi nrl:aﬁn;ﬂum’ dimaksud pada ayet (2] dan
wyat () wajib memenuhi ka Interoperatulitas Data.
Bagian Kesatu
Informasi Publik vang Wajib Disediakan dan
umumkan Secars Berkala

Pasal 11
(1) Informasi Publik ].rung wajib disediakan dan diumumkan secara
berkla se ana dimakswd dalam Pasal 10 avat (1) hurul a,
bersifat 1erls dan dapat diakses oleh setiap Pengouna Inforemss

Publilk.

Informasi % ib dizediakan dan diumumkan secars berkala
sebmpaimana paacla avpat (1) meliputi:

g. Informasi lentang profil Pemeriniah Aceh;

b ringkasan Informas tentang program dan fatay kegiatan yang
scdang dijalanksn Pemerintah Aceh

&, rifghnsan [nformasi (entang Frrnl:r;n dalam Pemennlah Aceh;
d. ringkasan laporan kevsngan yeng telah disudiy
e, ringkasan laporan ahses Informasi Poblik;

- T

(2

f. Informas ... /8
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Inforrma s wnmn-.g_rﬁrmtumn_ keputusan, danjfataul kebijakan
Fmﬁ mengikat nfatsy  berdampak  bags  publik  yvang
dilkrhuerkan oleh Pemerintah Aceh;

Inforrmes: tentong prosedor memperoleh Informasd Puihlk;
Informasi  tenta tats cara ngaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran aleh erintah Aceh;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan

k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan  prosedur
evakuasi keadaan darurat o setap kanior SEMA

[3] Informasd tentang 1 Hafdsn Publik schagsimana dimaksad
dalam ayet (2] huruf & paling sedikil terdin atas:

a. Informesi tentang kedudukan otpu domisitl, alamat Je P
ruang firgh iatan, maksud dan tujuan, tugss dan s
Badan Publik sera kantor unit-unit di bawahnys;

b, mrgparen dasar dan anpggaran mumeah tenges Badan Pubhk;

. slrukiur {:L'Enb:dma:i. pambarin umum setiap satean kerja, prodil

=@

singkat pejabal struktural; dan
d. leporan horta kekoynan Pejabat Me vang telah diperiksa,
diﬁriﬁku.::i. dan ielih liih;in’ﬁjmhun Kiamisi Pembersntasan

Eorupsi ke Badan Publik unouk divmumian

{4} Ringkasan Informasi tents m sebagnimoana dimaksud
avat (2} hurul b paling n:dﬂntrgrdf;lnﬂ
. nama program dan kegiatan;

. penan jawah, rogram dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atay ampdnpm dahuhu;ﬁ:

¢, target dan/fatau capaian program dan kegiatan,;

o, judwal pelaksanaan pregram den kegistsn;

c. anggaran program dan kegistan vang melipuld sumber dan
Jumlah;

[, sgendn penting terkait pelaksansan tuges Badan Publil;

& Informasi khusus lainnye vang berkatlan bengeung dengan hak-
huak miasyvarakat;

h. Imformasi tentang penerimaan calon pegnwal danjfatan pefabai
Badan Publik Negara; dan

L Informasi tenteng penerimasn calon peserta didik A Badan
Publik yang menyelenggarakan kegiatan pmdnlﬁh'j'n untuk
LARTELALTR,

{5} Ringkasan Informesl entang kinerja !!I:tl:::Fnimnnn dimaksud pada
ayat [2) huruf ¢ berupa uraian eniang is=nsi Regiatan yang telah
maupun sedang dij beseria capatannya.

15} Ringkasan ke B imang dimeksud pada avat |2
uunar & paling sectis Sordir ntase T g W

a, rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca;

¢, liporan amis kas danfatou catatan atas laporan Keuangan Yang
dﬂﬁmun sesual dengan standar akuntansi varg berlaku; dan

d. daftar asel dan investasi,
(7)) Ringkasan laporan akses Informaesi Publk schagaimans dimak=ad
dalam aemt [2) humial & pﬂJ.i.l’.]E sedikit terdin atas:
a: jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterims!
b.waktu yang diperlukan dslam mementihi setiap Permintann
Informasi Publil;

¢, jumlah Permintean Informasi Publik yang  diksbulkan  baik
#ﬂﬂﬂﬁm atal selurdhnya dan Permintann Infearrasl  Puablik
vang ditolak; dan

. alasan penolnkan permintasn mformasi publik.

{8 Informasi .. /9
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surat perintah mubal kerja;
surat jaminan pelaksanaan,
surat jaminan uang muka;
suret jominan pemelibarann;
surul tagihan;
surdl pesanan e-purchasing
surat perintsh membayar;
10 surat penniah pencairan dana;
11. laporan pelaksanaan pekerjaan;
12. laporan penyelesaian pekerjaan;
13. Berita Acara Pemerilcsann Hasil Pekerjaan;
14, Berita. Acara Serah Terima Semnentara atou Provisional
Hard Guer;
15. Berita Acara Scrah Tedima ataw Final Hand Over,
B gty Mantese W ean Rarioe Racters TADHE aoFagatmans
dimaksud daksm ayat (2} harufl k paling sedikot terdic dam:
. pengamatan geiala bencana;
b, analisis hasil pengamatan gesala bencana;
c. pengambilan keputusan oleh pthak vang herwenang,
d. peringatan bencana;
. pengambilan tindakan oleh masvarakat;
f. lokasi evakuasi; dan
g pelaksanasn penvelematan dan evakuas,
(12} Penpumuman secara berkaln dilakukan paling sedikit & jenoam)
il selli,

(13} Pengumuman sécara. berkala sebagaimana dimaksud u avat |1
dilnﬁkmpﬂlhg&:d&hﬁi:m]ﬁiﬂﬂ&:m. PR

Bag:an Kedua
Informasi Publik yvang Wajib Diumumbkan
Secara Serta Meria
Pasal 12

(1) Informas Publik wajib dumumkan secara seria merta
ana dimaksud pade Pasal 10 ayet (1) huraf b yait
informasi yang dapal mengancam hajat hidup orang banyak dan

ketertiban wmum,

[2) Informasi sebageimana dimaksud pads avat (1] dissmprikan
dengan cara vang mudah dijangkau oleh masyarakat dan daiam
hahasa yang mudah dipahami.

(3] Informasi  Publik  vyang diumumksn secara  seris merts
sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliput:

n. Informasi bencine alom sepert kekenngan, kebakoran huton
karena {akior alam, hama penyakit fanaman, epidemik, wabah,
kegudian Tuar bissa, kejadian antarlsa ateu benda angkana;

b Informasi keadoan bencana nonalam sepert indusin
atau teknologi, dempak industri, ledakon n i pencemaran
Imgkunpan dan kegiatan keantariksaan;

c. Informasi bencana sosial i kerusuhan sosial, konflik sosial
amiar kelompok atau antar tes masyarakat dan teror;

d. Informasi jenis, perscbaran dan daerah yong menjadl sumber
penvakit j-ing hnrpsamnd mienilar; T

e, Informasi tentang racun pada halan makanan yang dikonsumai
oleh masyarakat; dan/ateu

i, Informssi tentang rencans gangguan terhadep utilitas publik.

C@mn s

Pagal 13.../1]
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Pasal 13
i1} Badan Publik vang berwenang membenkan izin  dan ot

metakukan perjanjian kerja den pihak lain keglotumnmrivia
berpotens ::f::n;u.nc.nm hajat hbﬁ?.l.r':: orang banyak ertiban
umum wajib memiliki standar  penguomuman  Informast  serts

merts.
(2] Standar  pengumuman Informasi serta mera  schageimana
dimaksud pada avat | 1], meliputi;
m. potensi babays danfeiau  besaran  dampak  oyang  dapat
ditimbulkear)
pihak-pihak yvang berpotensi terkena dampak;
prosedur dan tempal evakuasg] apalbila erjadi keadaan darmrat;
cara  menghindari  behaya dan/atay dampek; cam
mendapatican bantuan dari pihak yang berwenang;
e. pihak-pihak vang wajibh men umkan Informiks vang digpat
mengancam hajat hidup orang vak dan ketertiban wmuam;
[. wata care peogumuman Informasi apabila leesdsan  darurat
terjadi; dan
B upaya-u yang dilakukan ocleh Badan Mablik danfatan
ﬂ“kﬂﬁiﬂym berwenang dalam mencegah bahaye dan/
atan dampak yang ditirmbulkan,

P

Bagian Ketiga
Infermasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 14
(1] Infarmasi Publik wajib tersedin sctinp saat sehagrimans
dimaksud dalarm Pasal 10 avat (1] hural ¢, melipoti:
o, Daftar Informasi Publik;
b. Informas ten ez, tusgan, dan/atay Hebijakan
Hadan Puhlihmg " o E "
g, Informasi tenlong organisas, administrosi; kepegoawaian, dan
keuangamn;
d. surat-surat perjanpan dengan pihak keuga berikut dokumen
pendukungnya;
e, surat memyvural pimpinen stau pejgbat Baden Publik dalam
rangka pelaksanaan tugas, fangsi, dan wewenangnys,
L persimntm permnan, izn }-u.'n% diterbitkon  dan/ atau
dikelaarkan berikut dokumen pendukungnva. dan Ia:lzm'u.n
penaatan izin yang diberikan;
data perbendaharnon atau inventars;
. reacana strategis dan rencana kerja Bodan Publil;
agenda kerja pimpinan samian Rena;
informasi mengenai kegintan pelayanan Informasi Publik;
jumlah, jenls, dan gambaren umuam  pelangearen yang
ditemukan dalam pengawasan  imtermal seria laporan
penindakannya;
L jumiah, dan mbaran  umom lan
f:hlnp:irhnj!;lﬁ:l m:yqrﬁﬁhu serta laporan :|:|'|::I::|:-l :}JIM"E
i daftar serla hasil-hasi] penclitian vang dilakukan,
n, peratursn ndang-undrngan  Aceh ng telah diteta n
peratur ng;mmng e yang phw

el ol

o, Informasi dan kebifakan yang disampaikan pejabat puabhk
dalam periemuan yang terbuks uniuk umum;

o Informast yang  wajib  disedinkan  dan diumumbkan secard
berkala;

9. Inbormes: Pubbk lain yang telah dinyatakan terbuka bagh
masyarakal berdasarkan  mebanisme  keberaman  dan fatan

penvelesaan sengketa; dan
r. Informesi tentang standar pengumaman Informaas:

(2 Daftar .../12




(2) Daftar Informasi Publik schagaimans dimaksud pada evat [1)
hwruf a paling sedilit terdin] atas:
m. [N
b. ringkasan isi Informasi;
¢ pejabal ataw unlt) saiuan kerja yang menguasal Informasi;
d. penangEungiawab pembuatan atau penerbitan Inlormass;
e. walklyu dan tempat pembuatan [nformasl;
L bentuk Informas] yang wersedia; dan
& Jongka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

13) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau  kebijal
Badan Publik se mana dimoksod pada avar (1) bhumaf b paling
sedilit terdiri atas:

n. dokumen pendukung;

b, masukan-masukan dart berbagal  pikak  stes  peraturom,
keputusan atau kebijakan vang dibsniok;

. risalah rapal dard proses pembentukan peraturan, Keputosan
atay kebijakan vang dibentuk; dan

d. rancangan peraturan, keputusan  atau  kebijsken  vang
dibentuk;  tahap perumusan  peraturan, kepuldsan  atau
kebifalsin yang dibentuk; din persturan, keputusan don/atou
kebijalcan vang telah diterbithkan.

(4] Informasi tentang orgenisasi; administrasi, ke walkn, <dan
kruanpan E-rhagaﬁr;man'a dimaksud pada avat 1I]pt11rrﬁﬂrul ¢ paling
sredlibit terdict atas:

- E:du-man pengstolaan organisasi, adminisiriasi, personil dan
UAREAT
b, profl lengksp pimipinan dan pegawai
c. enggaran Badan Publik secarn umum  maupun  angganan
secara khusus  unit  pelaksana  teknis  serta laporan
keuangannysa, dan
d, dats stalisik vang dibuat dan dikelols aleh Badan Putbslik.

(¥ Kewenbgan mengenai format Dafar Informasi Poblik tercanbam
dalam Lampiran yang merupalkan bagian vang tidok terpisahloan
dari Peraturan Gubemur ini,

Baglan Kesmnpal
Informaal Publik yvang Dikcoualikan
Pasal 15
[]: Informas Publhik m dilcecualikan =& imana dimaoksud dalam
Pasal 10 ayat h d. meru informasi yang tidak bisa
dieksea oleh publik  sesuai ketenfuan peraturan  perundang-

undangan,

(2] Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimalksud pada arFat (2],
ditetapkan engan  Keputusan  Gubernur  sesual  dengan
kewenangannya.

[3) Informas] Publik vang dikecualilcan bersifat ketat dan terbatas.

(4] Sifat informasi scbagaimana dimaksud pada svat [4) memilik
pengertian:

A bersifal  ketal  setloya,  pengecuslian  nformesl  dilakukan

dergan I'].@'I1|:EIJ 1 secara saksama dengan mempertimbangkan
l.l-:‘-I‘L'HEiIPrﬂ.&II' legal, kepatutan, dan kepentingon wmum; E::

b, bersifal terbates artinya, alisan pengecualion seduai Pernturan
perundang-undangan.

BAB TV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASL DAN DOKUMENTAR|
Pusal 16

li PRID a Pemerintah Aceh merupakan pejabat vang membidangi
; Inj:mpﬂi Puhlik. b

&.ﬂ— P ey 0 b g A8y
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2] PPID sebapaimans dimaksud dalam avat (1] terdirl dard:
i, PFID Utama; dan
b PPID Pembentua.

191 PRID Utama sebagaimana dimaksud pada eyat (2] boral a dijabal
oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

(4] PPID Pembantu schepaimana dimaksud pado avat (2] horud b
dijahat oleh pejabat administrator yeng membudangl [ugas dan
fungsi pelavanan informasi dan dokumentasi pada setiap SEPA.

(5] PPID Pembantu Sckretariat Dacrah dijabat oleh Kepala Biro vang
membidang komunikas dan informass,

(6] PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan
Keputusan  Oubernur berdesarkan  asa Heopala Thinas
Komunikasi Informatiks dan Persandian Aceh.

(7] Untuk mendiuking kegioton don leelembagaan PPID dibentak
PLILY

(& PP Uiama sebagaimana  dimaksod a avat [2) huraf &
merdpakan PPID Uama peda PLID, ped

BAB Y
KELEMBAGAAN PEJIABAT PENGELOLA INFORMASL
DAN DOKUMENTAS
Bagian Kesata
Uroum
Pasal 17
i1} FPID Utama Pemerininh Acch dibanta eleh PPID Pembanto
yang herada di SKPA dan fatau Pejabat Fungsional,

(2 PPID LUams gehagaimana dimaksod pada ayal (1) bertfanggung
jawab kepada Gubernur melalul Sckretans Daerah Aceh,

(2} Dalam pelaksenaan tugas PPID se imana dimaksad pda ayat
1] dibamiu oleh 3 [‘I‘.IE,E.’EE::]BHE mr]tigﬁ?.t:

i hidang Pengelolaan Data dan Klasilikasi Informast;
b. bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip; dan
¢, bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketad Informeasi.

(4] Bidang-bidang sebagaimana dimaksaed paede aval (3], dibantu oleh
tenagn bidomg belis | administrasd.

Bagian Kedus
Tugss dan Kewenangan
Parpsgraf 1
Pejabet Pengelola Informast dan Dokomentasi Utama
Pazal 18
PPID Utarma bertugss:
d. menyuaun dan melaksanakan kebijaxan Informasi  dan
Dokumentasi;

by menyusun laporan  pelaksanaan . kebijakan Informasi  dan
Dleskuirmesn s

¢, mengkoordinasilcan dan me solidasikan pengumpulan bahan
Informasi don Dokumentas dar PPID Pembatu;

d, menyimpan, mondokumentasikan, menvedisken, dan  membor
pelayanan Informasi dan Dolumentas: kepada pubbl:

e, mekbukan verifileast bahon Informasi dan Doloumentas publile:

f. melakukan Uji Konsekuensi ates Informasi dan Dokumentasi yang
dikecualikan;

g mekakukan pemutakhican Informasi dan Dokumentasi;
h. menyediaksn Informasi dan Dokumentasi untuk diekses oleh
masyarakor

i. melakukan .../ 14
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L melukukan pembinaan, T, mluuai. dan  momdtaring

atis  pelaksanaan I:l:hl.rjm Informasi  dan
Dokumentasl yang dilakulmn oleh Fﬁﬂ |111;|-|:|r|-l:l.41

1 melaksanalan rapat koordinas] dan rapat kerja secara berkala
:Em:l,fatﬂuatmﬂi mgan kebutubhian;

k. Informasi dan Dokumentasi yang layek untuk
ﬂl.pu Tk ml-:un i

L menugaskan PPID Pembantu dan/aisu Pejshbat Funﬁamnﬂ.l umuii
mengumpalkon, mengelola. dan  memelibam  Informusi
Dolcumentns.

Prsal 19
t1) Untuk melsksanakan nuigas sebagaimans dimaksud dalam Pasal LV,

FPID Utama berwenang:

a; menalak  membenkan  Informas:  don Dokumentas  wvang
dikecualikan sesuai ketentuan pereturan perundamsg- undangan;

b meminta dan memperoleh [nformasi don Dokumentasi dari PPID
an.‘hmtu vang menjadi cakupan kerjanya;

¢, mengkoordinasiken  pemberien pelavanan  Informas; dan
Dokumentssi dengan FPID Pembantu yvang menfadi cakupan
o] an g

d. menentukan atau menctapkan suatu Informasi dan Doloamentas)
varg dapat diakses oleh publik;

e menugaskan PPID Pembaniu dan fatau Pejabat Fungsional untuk
mebiEt, mmg“mﬂ:&nn serta memelihara  Informasi dan
Dokumentasi untuk tuhan organisasi; dan

[ melakukan pembinsan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanasn kebijakan Informasi dan Dekumentasi viang
dilakekan oleh PPID Pembantu,

(2] SBelain melaksanakan tugas dan wewenang sebapgaimane dimaksud

dalam avat (1), dalam manghs mendokung poovelenpgamonan Satu
Data in unzuglx, PPI0 Uimenn daput

i, melnksanakan wewenang fain sesusi kefentusn persturan
perundang-undangan; dan/&E@a
b berkoordinasi dengan Walidata baik di instans) pusat maupun di

instansi dierah,
(4} Koordinasi sebagaimans  dimaksud  pads mt (2 hurul B
dilaksunnlan sesual letentuan peruturan perun -undangnn,

a
Prjabat Penpelala Informasi dan Doloumentasi Pembantg

Fasal 20}
(1) PRIE Pembantu dibantu oleh Pejabat Fungsions]
(2} PRID Pembaniu se ana dimaksud podn avat (1), dibeniuk
untuk membanta Utama delam Pelayvanan Informasi Puablik

dan Dokumentasi pada sctiap SKPA.

(3} PPID Pembanty sebhagiimina dimaksud pada ayvat [2) dijabal okl
i, kepala biro pada sekretariat daerah Aceh;
b. sekretaris, oepala bagian/ kepala bidang pada SKPA; dan

€. ﬁcﬂa baginn vang menangeni kemunikast dan Informasi pada
reiariag IJF%ITJ\ clan sekretarind lermbsggn kmumwun.i:g-ln

kekhususan Aceh.
[y PPID Pembantu  menyam Informasl dan  Dolamentis)
képada PPID Utama secar berkala dan sesuni kebutuhein,
(3} PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinye dibantu
aleh enaga pembantu weknis) adminsstras) Tungsional,

Pasal 21 .../ 13
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Pamal 2]
(1) PPID Pembant bertagas:

a. membantu PAD Utama  melakessnakan  tanggung  jawab,
tupas, dan kewenangannya:

b,  mengkoordinasikan dan mengkonsalidasikan  pengumpalan
bahan Informasi dan Dokumentasi dar unit kerjanya.

£ MmEnyam Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Ttoma dilukukan paling scdikic & fcnam) bulan sckall Ay
aaEl kebumihan:

d, melaksanekan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi
sesual dengan tugas pokok dan fungsimya;

e menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan
Dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepal, tepat,
beckualitas dengan muenpedepan kan prinsip-prmsin
pelavanan prirna;

.  mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan
data. ki p kemponen & lingkungan rnntah  Acch
e jeadi Informasi Pubtik;

g mooysmpaikan laporan pelaksanaan  Kebimkan  teknis dan
]'.u.-Lli_l,rl.ni.n nfarmasr dan Daokjpimentas: h.-pn.r.ln PRI Llimmnas
secarn berkala dan sesual dengan kebutuhan; dan

h. menyediskan dan mempablikasi Informasl dalam  webside

uniunk diskses aleh masyarabst,
2] Belnin melaksanakan tugas schognimans dumnoksud ayal [1),

Ehousun PPID Pembaniu pada Sekretanat DERA juge bertugas:

. menyampaikan, mominta, mongolola, menyvimpan Tnformeasd
dan Dokumentasi kepads DPRA sesusl peraturan perundang-

undangan;
b mengkoordinnsikan  Informasi dan  Dokumentps)  kepada
pu wniuk mensta 1 Informesl dan Dokumentasi yang

dapat diakses aleh publik; dan

= melakukan inventansss Informass yoang dikecualiban untuk
ﬂtm ail-:art kepada PPID Umma  agar  dilakukan U
ose 19

(3] Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), PPID Pembantu

mizlakzanakan fungsi:

i, mh:li'npurr.nn Informasi Mublik pads masing-mosing  wnit
E—qq; an

h.  penstsan dan penyimpanan Informasi Pubbhk pada masing-
masing unit kerja.

Pasal 23
{11 PPID Pembantu scbagaimana dimalsud dalam Pasal 20, memiliki
kewenangan untuk memberikan pelayanan Informasi dan menolik
permohonan Informasi sesuai ketenmtuan perafuran . perundang-
undangan vang diketahoi/disetajul oleh kepala SEPASUnit ke
dengan ketoniuan:
@, Kepalu SKPA/unit lkerjn bertunggung juwab penuh dap
semuA proses pengelolaan Informasi dan Dokumentas: di
SKPA  masing-masing vang dilaksanakan  oleh  PLID
Pembaniw; dan
b, Keopula SEPA/unll kera menandatingeni laporan  PPID
Pembanio uniuk dissmpeiken kepads PPID WHama  dan
Komizi Informag: Aceh
2] PPID Pembantu bersama-sama dengian PPD Ueama melaksanakan
proses Mediasi atau Ajudikas: di Knmisi Informasi Aceh dan/atau
prosca Ajudikasi di pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi

BaB W .../ 16
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BaB vl
KELENGEAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMAS] DAN DORKUMENTAS]
Hagman kesat
Brrukiur Organisasi
Pasal 2.3
(1} Btrukiur organisasi PLID Pemcoriniah Acch, terdie dar:
. pembing, dijabat oleh Gubermur dan Wakil Gubernur Aceh;
[+ _E:"W’h selalu atusan PPID, dijgabet olch Sckretaris Deereh

£ Tim Pertimbangan, difabat obeh Pars Pejabal fmpican Tin
Pratama [Eselon |l|- pada Sekretariat I'.'I:ufah Acelh dan :w-lur.%:
Kepala SKPA;

d.  PPID Hama, dijalat nlth Fn: bat Pimpinany Tinggl Praimma
(Esclon 11} SEPA van lﬁln iyl 1 LrLEEET

Pemerintahan hidang uml.u:.un n infarmat

e PPID Pembanig, dijabat oleh Prepaba .'u.-.'lrmrnﬁu'ul:m' (Excban 1)

pada SKPA;
f. EKhusus PPID Pembiintu LIPTD BKPA dijahat aleh Pejabat
FI:IIEI:!.‘H:H.I'I i Eschon [¥) UPTD 3KPA;
£ Erf ndukung, yang terdini dar Sclretariat PLID, Bidang
aan Data dan eifikanl Informari, Bidang Pelavanan

lnlﬁm‘msl Dokumentasi, dan Arsip, dan Bidang Fasiitasi
Sengkets Informass; dan/atau

h. Pembat lungsional.

(2) Susunan Pejabeti FPID pada Pemerintah Aceh ditetaphun dengan
Kepulusan Gubernur,

(1 Bagan struktur organisast FLID Pemenntah Acch scbhagmmana
tercantum  dalam Lampiran yang merupakan  bagian  tdak
terpisahkan dart Peraturan Qubernur im.

Pasal 24
(1] Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1] huraf b
hertugas:
i mﬁﬁ.ﬂun armh kebijalan  layanasn  Infoemasd Poblik i Baden

b menyelesaikan keberatan atas Permohonan Informasi Pulblik;
., mewakili Badan Poblik di dalam proscs penyelesaian sengheta di
Komifsl [nformast dan/acau di Pengadilan; dan
d. melakukan pembinaan, Ipengmmun. evaliingi, dan monilnring &las
hbaﬂ.ni.an kebijakan Informasi Publik yang dilalukan oleh PPID
an PPID Pembsant,

{3 Dalam reangks melaksanakan tugnss sebogudmana dimaksad pada ayat
{1}, Atasan PPID berwenang
g, menstapkan dan mengangkat PPID dan PP Pembani,
h. mﬁrpk;n arah kebijakan layanen Informasi Publik di Badan

c. memberikan pan  atas keberatan  yang ukan oleh
Pemohion luihrmaﬁﬁuhhk ik dmnd-nk:lnn;uﬂ r:ﬂl:h%

d. menghadiri dan memberikan kuasa kepada FPID uniuk mmlrn!lnll
Badan Publik di dalam proses penvelesmian sengketa di Komisi
Informasi Aceh dan/atau di Pengadilan; dan

e. menectaplan  atrategl  dan  metode  pembinaan, WaRAN,
evaluasi, dan monito atas pelaksanaan kebipikan [nformasi
Publik yang dilekukan uleh PPID Pembantu, Pejabat Fungaional
dan/atau Petugas Pelayanan Infmosi.

Pazal 25 ... /17
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Pasal 15
[1} Dralam mebsksanakan tu dan wowrneang schagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, atazan PPID dapat bereosordinasi dengan Pembina
Data baik di instansi pusat maupun di instansi daerah,
[2] Koordinasi sebapaimana dimaksud peda ayet (1) dilaksanskan
sesual dengan ketenbuan peraturan perundang-undengan.
Pasal 26

(1} Tim Pertimbungan schapgamans dimaksud dalam Pasal 23 avat [1}
huml © bertugas;

#. memberikan pertimbangan dﬂlmuwmarmn Ui Konselnmens
terhadap Informeas yane dikecoali ; dan

b. membahas, lesaikon, dan memubushen atad mesugEgag
keberatan atas Permohonan Informasi

(2} ’I:li'ixﬁl“e:ﬂmhﬂngm sebagairmana dimaleied dabam ayvat (1) berfungsi
HLATA
g, pengambilin keputusan rerhadap sengketa Inkrmand; daen

b. penyelessian masalah dan hal-hel lain vang belum distur
datam  Peraturan Gubemmur i sesusl dongan  ketenfusen

peraturan perundoang-undangnn.

Bagian Kedua

Standar Operagional Prosedur Pedomean Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dk urierLase Fﬂ.dﬂ Pemorintah Acch

Pasal IT

i1] 80P PPID disusun olsh PPID Ulame dan distipken dengan
Koputusan  Gubormur sesvad dengan eelontuean Por@tuca
Perundang- undangan.

(2] S0P PPID sebagaimana dimaksud peds syat (1] pabng sedikit
memuat Ketentuan sebagal berikot:

i, kejelasan tentun jubal yang ditunuk sebagai PPID Utamea
dan FRID Pﬂ'ﬂhﬂﬁiﬁ B i

br. kejelasan  icntang ordng. yvang  ditunjuk  sebagal  pejabat
lungeional dan/atan petugae informasi apabils diperbokan;

. kejelasan pembagian tigas, tanggung fawah, fdan Eewvenanigan
ALESEN PPrI']-. PPID Utema, dan PPID Eembantu:

FPasal 28
Jenls BOP PPID, antars lain terdin dari;
S0P pengeloiman permahonan Informssd;
S0P pengelolaan keberatan atas Informansi;
S0P penetapan den pemutakhiran difisr Informasi Publils
g P:'m;h'l.tu:m:ntnai.un Informmu=t Yaling dikecualilean:
S0P penpujian lentang konsekuensi;
S0P penanganan sengketn Informasd;
SOP pendokumentasion Informasi Publik; dan
. B0P pelaporan den evaluasi,
S0P Pengumuman
S0P Makhimat Pelayanan

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dokuomesitasd Publik
Pazsal 29
(1) DID peling scdikit memeat:
.  DDEEAr
b, ﬁrg]m-a.n.n 151 [ formass;
e, pejabat ataw unit/satuan kerjy yang menguasal Informasi;

g OEF AR DR

d, penanggungjawab .../ 18
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d. penanggungawab pembuatan ataw penerbitan Informasi;
. wakiu dan tempal pembuatan Informesi;
L beniuk Informasi vang tersedis; dan
R Jungks wikiu penyvimpanian ata relensi arsip.
[2) EIIEP' ditetapkan don dimutakhirkan secara berkala oleh PPID
ma.

[#} Keseluruhan  Informasi dan Dolumentasi Publik yang sudah
dipublikasikan oleh PPID harus discrahkan dA perpusiakaan
dan ardip di lingkungan unit kegamya un dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4] Fremal DIDP sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum  dilam  Lampifon yang  merupalan  bogion  (dek
terpizmblkan dar Peraturan Gubermur i,

Pasal 30
(£} Sciuruh Infomaz: Publik yang termuar dalam IDP disimpan dan
didaliumentasian dalam bentule deloumen -|:'l.|g;ill.1 4 dian

dokumen nopdigitel  (hordoopy]  seris memeniohi midah
Interoperabilitas Dats,

(21 Pendokumentasian datam benmk dokumen M"diﬁ.'f,'] f’hmﬂﬂ
schagaimana dimaksud peda avat (1) tdak taku uw
Inifeermesay Elelktmnik.

(A Untuk memenubil kaidah Ineroperabilites Dati  sebagairnsans
dimaksud ayat 1), data yang termuat dalam Informasi Pubiik
pating sedikit harus memenuhi syarnd:

A, Konsisten  dalam  sintak/bentuk, stniktur/skema/ bomposisi
penyijian dan semantik/ artikulas Keterbacann; dan

b.distmpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elckiromik.

(4} Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimalesud
pada ayat {1} sesusi dengan ketentian  peratursn  perundang-

undangan
(5} PPID Utama dan Pembanti m relinadikan pﬂ';'_vim dan
ndekumentasian Informass Publik sebagaimanta di mudl B

pe |
ﬁnl (1] dengan seluruh unit kerjn danfatee saiuan kega di
merintah Aceh vang menguasal Informasi Publik.

Bagian Keempal
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 31

[} RFID Utarma terletak di Jokasi vang mudah dijangkaa dan

dilengkapl dengan sarann prasarung yang memadal.
(&} RPID Pembaniu berada padas sciiap SKF,
(3} RPID dikelols olch  pejabat  ieknis  sdoinistrasi, fungsional

dan/atau petagas Informasi.

Raginn Kelima
Sistem [nformasi dan Dokumentasi Publik
Pasal 32

(F) SIDP dibust dan dikembangkan olch PPID untuk mempermudah
akses pelayanan Informasl Publik.

(2] mbangin S0P schagaimana . dimaksud pedo. ayat (1)
i secara terintegrasi antara PPID Utama dengan D
Pembaniu

(3 Selain mengembangkan SIDP sebugnimana dimaksud pada avat (3)
Pemerintah Aceh m::n%'mmptm SIDP vang kerintegrasi secarn

denpgan PRIl pads Pemeriniah  EabupstenKota  di

yah masing-masing.

Bagian .../ 19
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Bagian Krenam
Laporan Lavanan Informast dan Dokussen tasi
Pasal 33
(1} LLID wajib dibuat dan disediakan serta disampaikan oleh PRID

Pembantu paling lambat 1 (zani) bulan setelal taben k=anaan
tahun :nmnm%nk}urum disampaikan kipada PFPID Utamea.

(2] LLID wajib dibuat dan dissdinkan sertn disampaiken oleh PRID
EJTha.nm paling Eht 3 (tiga) hkuL:In uwhmhun pelaksarnaan
un an  berakhir untuk disam
Infrmeasl Aoets VESEN T
(3] LLID sebagalimans dimaksud pada ayat {1} paling sedikit memuar;

- tbarsn  umum  kebijakan 1a}ra.m.n [nformasi  dan
umentazi publik di Fﬂnerlnluﬁ':n

b. mbaran umum pelaksanaan pl:-lu}ran.nn Informas:  don
E}humntnm pu'bhl: unlam!am

1. &armna Emmmni nan  Informasi | dan
[hlltumnmm publik yang r.'lu:ml:lﬂ. a kandisinmm;

Z.sumber  days manusia  yan l:l'll:Fl-ill'lEH.l'll layamin
fir:.inﬂ:'mh dan Dokumentasi pu hese u&hFlfku.ﬂmfu

n

J.anggaran pelayanan Informesi dan Dokumentasi pablik

serta laporan pengEUnaannys;
-5 I"Ihl!:illu'lu pelayanan Informasi dan Dokumentssi publile vang
e lipaati:

1. jumlah permohonan Informas Publik;

2. wekiu  ym dlp:rtuhn dalam  memenuhl - sctiap
permahonan Informasi Publik dengan klasifikas] tertentu;

A, jumlah permohanan Infermasi Publik vang dikabullan baik
sebagion atay seluruhnya, dan

4, jumlah permohonan Informasi Publik vang ditolok beserts
alasgannya,;

d,  rmnclan penyelesaman sengkow Informast Pablik, melpurd;
1. jumlah kebemtan yang ditermma;

- B pan atas kKeberatan yang  diberikan dan
[£= FBETITIVE,
3 jumlah  permohonan  penyelesainn  senghets ke Komisi
Informast yang berwenang dan
4, hasil mediasi dan/steu  keputusan  ajudikast  Komisi
Infmmaum b:mmung dan annyva aleh badan
I:uhhh:,] pukan ke pengadilan, dan
asil puiuun pu.-hgudll.i.n dain pelaksansannyva oleh badan

s kr_uda.La ||:|t|:ma-J. dan cksternal dalam peleksanaan lEvanan
[nformasi dan Dokumentasi publik; dan

L. rekomendesi don rencans tindak lanjut unfuk meningkatian
8 pelovanan Informas dan Do tevad.

(4] PPID Utamna schagaimane dimaksad pada syat (1} menyam
salinan LLID kepads Komisi Informasi Aceh paling lam%at §1t|gaj
bulan setelah un pelaksanaan anggaran berakhir

5} Salinan LD sebagnimana  dimaksisdian a ayat 2

1 mmmhumr: kepudn Komisi Ioformas Pusat, Pﬁ!ﬂﬂﬂ] ﬂﬂll!-lﬂ
Hm_gm Republik  Indonesia  dan  Menteri  Komumikasi - dan

rmatikea Republik Indonesia.

Fasal 34
(1} LLID merapakan baglan darl informasi publik yang wajib tersedia
eotiap waal,
2y LLID *bagmmema dimaksad pads myest {ll diumombkan kepada
publik dan disampaikan kepoada atasan PPID

(3] LLID .../ 20
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3] LLIDy mhﬂﬁnlﬂ.ﬂﬂ dimaksud pada avat () disampaikan kepada

Gubernur aleb atmann PPID.

4] LLID sebagsitnans dimaksud plauj.i gyai {3} akan dilaporkan olch
Gubomur  schagal  bagian laporan  penvelenggnrnan
Pemermtahan Daerah, & e

BAB %I
TATA KERJA
Pasal 35
Pengelolaan Informasi Publik padi Pemerintab Aceh dilaksanakan
oleh PPI.
Passal 36
Advokasi pengsdusan dan celesalan Senghets Informasi  Pubiik
Pemerintah Aceh dilaksanakan aleh PPID dengan melibatican
Mo YENE mrnw urusan pemerintahan g hukum
dan fatau yang %
BAR VI
TATA CARA PENETAPAN PENGECLUALIAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 37

1] PAD Utama melaksanakan mveniarisasi Informasi yang dikecualikan
berdasarkan usulan dari PPID Pembantu disertsi dengan alasan,

{2] PPID Utame melaparkan inventarisas Informas: vang dikecualikan
kepada Trm Pertimbangan,

(3] Tim Pertimbangan setagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama
PRI Wllg“: mielnkukan prrl.gu]ln.n LT =T T lerrp e lenemay vang
tim bl apabila sl Informasi diberikan BerLl
mempertmbangkan secara sakeama dan penuh ketelitien sebelam
menyatakan Informast Pubiik schaga  Informas Paoblik yang
dileesiialilean.

4] Pe flan e konsekuenyd sebagaimaia dimoalesnd  pada
avat (3 dopat dilakukan:

2, sebelum adanve Permohonan Informasi Publik;
b p»uda saul adanys Permohonan Informasi Publik; atau

., pada saat velesaian  sengketa Informasi Pobiik alss

periniah Hajtﬁnxnnuaimtr-

|5 Dalnrn. melalksanakan pengujion konsekuensi, Tim Pertimba

dan PAID dilarang memperimbangkan alasan pengecuslion
HE digtur dalam persturan  perundang-omndangsn di hlr:lang
erbulaan Informasi Pulblik

6] Hasi pcr:gu;mu konselusns wajibh menyebutkan ketentuan secars
iclas icgas pada peraturan perundang-undangan  yang
mtrtyauknn siati Informas: wajih difabhasiaban eesoal dengan
ketentian peraturan perindang-undangan.

Hasil pian konaelouensi sebagaimansa dimeksed pade syat (6

\f disusun Daftar Informasi Publik yvang d.l]'IEEE:I'i.ElIk.H:I!I.mﬂ.LI'!
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

(8] Format inventarisasl  Informasi  Public vang Dikeopalican
sebagrimana  dimsaksed pada avat (1] dan ayst (2] tercanium
dalam Lampiran %mmpakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan

Pasal 38

{1} Dalam hal scluroh Informasi dalam  sustu dokumen Informes
Publik dinyvatakan sebagai Informasi vang dikecualikan, PPID
dilarang mombuka den mombonhkan salinannya kepada {.Il.i.'l:ltl.'k.

{2} Dalam hil terdapat Informasi tertenta dalam suatu dokumen
Informasi Pahlik in}fntakan e i Tmformmesi :.ﬂ-_mr dibceevlilon,
PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dolumen Informasi Publik yvang akan
dibuka dan diberikan kepada pukhk.

(3} PPIDY .../ 21
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[3) PPID dilarpng menjodikan pengecualian sebaginn Informasi dalisim
sugtu salinan dokumen Informasi Publik se i alasan untuk
mengecunbikan  akses publik  twerhadap keseluruhan  salinan
dokumen Informesi ;

[#} FPIC wajib men kerahasinan, mengelola, dan menyvimpan
dokaumen Lnﬁm}’:ﬂﬂ Publik yang dikecualikan sesuai dengan
kstentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 39

{1] PPID dapat melakukan penpubahan  status  Informasi  vang
dikecuakiknn

{2] Pengubahan matse Informasi vang dikecualikan scbagaimans
dimeksid padn  ayat  dilakukan  berdasarkan  pengupian
konsekuens dan persetujuan dan pimpinan Badan Publil.

(3] Ketentuan  mengenai  tats  cara _prﬂgﬂ.l,}ian komsekuensi
:!-lt'rmgainma dimakeud dalam Pasal 37 berlaku secarn mutatis
MTATIGLS I.drhl.l.dnp pengubshan mia b Infarmeasi Vang
dikecualikan.

4] Beteniven mengenai format Lembar F::ﬂﬂjian Konsekuensi aias
Fenpgubahan Elasifikasi Informasi yang ¥ i sebagaimana
dimaksud peada ayat (3) tercantum  dalam  Lampiran  yaog
merupaloar tidak terpaahkoin dan Perutirmn Gubermar o,

3] Pengubnhan  status  Informasi yang  dikecuslikan  melsiu
peripujian  konsekuensi sebagaimana dimaksud pads ayat [2)
i n dojom bentuk surt keputusan Pengubahan Staius
Infurmas) yang Dikecualikan,

{&] Ketentuan  mengenatl  format - aurat keputusan pﬁég.mai:mn
Klasifikaszi Informmasi yarg dikecualikan sebagaimana dirmaksud
pada avat 15Lr.|=_rn:an;uu1 Lampiran vang merupakan bogian

Hik

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubecnur ini.
HAR IX
ATANDAR PELAY ANAN INFORMAS] PUBLIK
Pasal 40

Seluruh Informas: Publik vang bergda di mgkungan Pemerintah Aceh
selain Informasi Publik vang dikecualiloan b diakses oleh pubbik
melalui  prosedur . permohonan Inknmaal Publis sesual  dengan
ketentiean peraturan perindang-uindangan,

Bagian Kesatyl
Standar Pengumuman
Pagal 41
(1] Badan Publik sajib mengumumian nfomast sebagsireong dinakess]
dnlam Pasal 10 ayat (1] waitu |
a. Infermasi vang wajib dizediakan dap dismumben  sécars
berkala;
b, Informasi yang wajib divmumban secara serta merta; dan
. Informasi yang wajib teracdia sctnp saat.
{2 Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) wajit
a, mengginakan bahasa Indonesia vang bak dan benar;
b. mudah dipahami; dan
. memperrimbangkan penggunasn bahaszs yang digunakan
pendodiilk setempat.
(3 Pe LI sehagaimana dimakeud puiclin ayal 111
disebarluaskan melalul-
a. papan pengumuman,
B, bamaan resmd (Website) FPID denfatan Badan Puabhk;
c. medie spsial PPID dan/atau Baden Publik;
d. Portal Sau Data Indonesia; dan/atau
e, Aplikasi berbaals teknologl informasi;
(1] Pengumiiman . f23
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i4) P:ngt:mﬂuunmn dan wngnb:arlu_gmn Inﬁumilal’uhhk e
dima at (3) wajib m rhatikan Aksesibilitas
Penyandang Dlﬂﬁhhi. : il I:raug:

[5} Penpumuman dan pe {-':.Eh-ﬂmm Informasi Publik schagaimarns

dimaksud pada L (4 paing sedikit d kapi d elio,
wlaou -d.sm?gmuﬂm g kit dilengkapi dengan a

BAR X
MEBRANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 42
Pemobon Informasi dan Dokumentosi wajib memenuhl persvanitsn
sebagai berilkout:
8 mencantumkan identitas yvang jelas sesual dengan  ketentunmn
peruturan perundang-undangan;
b, mencaniumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

o, menyampaikan secars jelas jenis Informasi den Dolkomentss va
d1':m{uhhm1 s i

d. mencantumkan maksud dan ujuan permobkonan [nformasi dan
Dnh:mtammdmdqmmmunmumhkm dan

e menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk memperasleh Informaal yvang diminta, separmang biaya yong
dikenakan terpnlong wagar.

Pasal 43
(1} Permchonan Informast Publik dapat dilabukan secara tertulls atau
tidak tertulis melal media-efektromb dan fatean non elekironik.
(2} Dradam hal permohonan disjukan secars tertulis, pemohon harus:
A, :I:lﬂ‘:l:'l.B.i.Il. Enrmuli.r p:rrﬂ.uhm‘u.l.n;
b melampirkan identitos diri; don
. mem hinya salinan dan/atau penginiman informasi apahila
Snidar pHee &
[3) Formulir permohanan sebagaimana dimaksod pads ayat (2] huruf 8
paling kurang momusk:
8. nomer  pendaltaran diisi berdnsarkan nomor setelah
permohonan informas: publik diregistras:;
MLarTL;
dlamat;
pekerjaan
morrod Lelegson f mall;
rincian informasl yang dibutuhkeg;
fupunn pengunaan informasi;
cara memperoleh nformoas
cara mendapatkan salinan informess;
noenor  pendafiaran 'F-:ﬁ: diisi berdasarkan nomor semelah
Permintaan Informasi ik dircgistrss;
nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau
kuasany;
nomior induk ndudukan sesusl kartu tends penduduk atay
nomor surat  keplfisan ppesshan badan hukum  dan
Kementerian Hukum dan Asasi Manusia;
. alpmar;
mmar telepon ) e-mail;
peerjonn;
eural kussza kbusos dalsm hel Perminisan [nformass Pohblik
dikuasakan kepada pihak lain;
rincian Informasi yang dirminia;
tujusEn penpeunaan Informasi;
cam mempersleh Informasl; dan
cara mendapatkan dan mengmimkan salinan infermasi,

B0
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(4] Dralam. hal ohonan  diajukan  secara  Udak  tertulis
sehagnimana  dimalksud pada syt Llll FPRD membania  dan
memastikan permobonan informasi publik tercatat dolem formulis

onan schagaimana dimaksud padn ayat i3 dan dalam
reglster permahonan informasi,

(5} Dalam hal Pemotion Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus
maks dopat dibantu aleh Ptl'.qun Pelayanan Informasi dalam
pengisian formulir Permintaan Informasi Publik,

6} Buku register permohonan scebagai dimaksud pada ayat (4) paling
kurang memuat:

a. nomor pendaftaran permohonan;

b, tanggal permchonan;

€. nama pemohon informasi publik;

d. alamat;

c. pelerjaan;

[. nomaor telepon/ email;

£ Informasl Pablik vang diminta; don
h. tujuan pengunaan informeasl,

(7] Format Formulir den Buku Register sebagalmana dimaksud pada
ayial (3} dan ayat (5] tercantum dalam Lampiran yiarg merupalcan
bagian trak terpisshkan dari Peraturan Gu ur ini.

Pasal 44

(1) Permohonan Inforingsi Publik sebagaimana dimaksad dalam Pasal
43 wyat (1] dilaloalean dengan carn
a. tertuliz dengan datong langsung kepado Badan Publik; atau
b, tertulis yang dilkisimkan melalu surnt slektronile (emoil.

[2) Pemohon Informasi Pubbk dengan maksud don tufuan  sebagai
bagian dari partisipasi masyarakal harus memenuhi kriteria:

A, mencantumkan ulentitas yang  jelas dan dapat
dipertunggungiawabkan;

pengunsaan permasalsbhan yang dimohon;

katar belakang keilmuan Meahlian;

mempunyal pengatarman di idang veng dimoban: dan ) 8

. mempianyal relevansi atas sibsiansi ¥nmng dimuohom.

(A} Pemohon [nformasi Publik dengan wpn  untak A,
analisa, pengawasan, koprod agn?aiu.'l.mjpruﬂiunn. p-eprﬁ'ﬁmm.n,
pengumpulan data;, pendampingan, mengawal seria fugas akhir
dan scjenisnya hamas mz]amcl:urunn keranghka acuan kerja atau
proposal vang meliputl motode/tebnis kegatan, sasaran, jadwal
wnkie kegmian, serta tm oyeng terbbei, sesual dengan tjuen
permohanan informasi dimaksud.

Pasal 45

(1} Terhadap permohlonan Informasi Publik sebagaimana  dlneabsoed
dalum Pf.u-u.l 44, PPID berkewajitan:

a. melakukan pencatatan permobonen Informaesi Publik dalam
buku regisler permohaonen; dan

b. memberkan nomor pendafiaran permohonan Informasi yvang
telah disernhkon langsung ataw melalul surat elekironil,

(4] Dalam hal permohonan Informas: Publik dilakukan melahao surat,
Saksimile aten cara lain vang ddak memungkinkan bagi -PPID
uintuk memberikan nomor pendafieran secara langs , PPD
wajilh  memastikhn  nomor  pendaftaran dikirimkan kepada
Pemohon Informasi Pablik.

(3] Nomor pendafiaran sebagaimans dimaksud padea ayat |2) dapat

J dllmnk.u.n:nrim.'l:igu: dm;.g.mpenglﬁmnn Informani Pulblik,

4] PPID wajib menympan saknan formulir permoehonan v t=lalh
diberikan nomor pendaftaran sehagal tanda bukt pe Ofian
Informas Publik.

nRA T
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Pasal 46
(1) Dalam hal Pemohon Inforows Publik bermaksud untuk melihat
dan mengetahui Infermasi Publik, PP wajib;

o I.'EI{:I'II'Ibh"IlE-I':Lﬂ n]-f.ll:-.:} bogi pemohon wiituk melihat [Infobrmasi
Pubilk yvang dibutuhkan di tempat vang memadai onook
ﬂ&ﬂmln:'.u fdan/atan memeriksa In.E-mumi Publik yang

Leriehien,

b. memberikan albasan weriulis bila permohonan Informask
Publik ditalale: don i

g. memberikan Infonmesi  tenleng  Lid cara mengajuakan
keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. .

(2} Dalam hal Pemobon Informasi Pablik meminta salinan Informasi,
PPID wajit mengeoordinasikan dan memaestikan:

4. pemohon Informasi Publlk memilikl akses untak membaca
dan fatau memerikss Informast Publilc yang dimobn:

b pemohon Informasi Publik mendopatkan salinan |nfarmasi

vang dibutuhlknn;
- ian alesan tertulis dengan mengacu Iaaj;m!u bEteniusn
nformasi Publik ¥ dikerualikan  ppabila  permohonan
Informasi Pubii di - dan
d. beran Informasi tentang tata cara mengajukan keberitan
ria formmalirnys.

(3} PPID wajib memastikan Pemohon [nformasi Publik - sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) dan t [2] dibantu dalam melengkap
persyaratan sebagammana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat
3 (tiga) hari kerja sciak:

a. diajukan permohonan Iafcrmas: Publis yang dissmpaikan
aecara langsung,

b, dilerima permohonan Informasi Publik vang dissmpaiksn
secara bidik langsung,

4 PPID  wajibh  memestikan  permchonan  Informasi Puhblik
& dirmaksid peds syat (1) dan syet (2) bercotat dakam
bisku register permohonan setelah Pemohon  Informssd Publik
melengkapl persyaratan sehagaimana dimaksud peda syt (37

(5} Dalam hal Permintaan Informeasi Publik dinyatakan tidak lengkap,
PRI menerbitkan  sarat  keterangan  odek - lengkap  untuk
disampaikan kepada Peowohon Informasi Publik,

{6} Pemahon dﬂ]lllt menverabhkan Ip-:rhni.'h;n:n P?.ml.nl.n.i:ll.n Informost
Publik dalam jangka waktu paling lama 3 [I;IFM} hari -ﬁ:ﬁh surat
keterangan bdak lengkap ditenma Pemobon Informasi Pubhik.

(7} Drlam hal Pemohon |Imformasi Puoblik odek  menyecahkan
perbaikan  Permintaan Informasi Publik vanp diajukan, PPID
memberilan catatan pada buku ster Perminisan [nformasi
J“uhlik_tmmlhuuzt merindaklanjut Permintaan Informast Pablik
yang diaju

Pazal 47

(1) PPID wajib menyampaikan pemberitahusn tertulis z::mli.mr
jwaban Pemenintah Acch atas setiap permakhonsn im 1

(2] Pemberitabuan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berialarn:

a. informasi publik yang diminta bersda di bawah krwenangan
penguEasaannya-atau tidals

b, memberitabukan  instansi berwenang/ menguasai
informasi vang diminte dafum hal informasi tersebut tidak
berads di bewah penpuasaannya;

¢, Meperims- @ty menciak [.:l:rluul:l.ufuu iformmast publl.'l-: besertn
nlasannyn;

d. bentuk informas publik vany terseding

e biaya ... /25
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5 dien carg pembayaran unmik mendapatkan  salinan
cmas Publik vang diminta; e

L wakiu yang dibuiuhkan untuk menyediakan informesl puldik
yang dimahon;

£ penpelazan atan  penphitaman/ pengabucan  informasi  vang
di mnhm bila ada;

h. taan  Inf
mﬂln _fﬂ_dﬂﬂmm Publik  dibenkan schagien  ataw

i elasan apabila informesl ddak dapat diberikan karens
mnn kewenangennye,  belum  dikuasal  oatay belum
didokumentasikan.

[3F Dalam hal informasi pubiik yang dimohon diberilan sebagian atau
sefuruhnyva pada Hltmﬁrrmu-hm'lan dilnkukan, PPID waiib
menysmpaikan beritahuan tertulis se dimaksud
pada ayat (1] bersamann dengan mformani pa yang dimahon,

(4} Dalam hal informasi publik vang dimochon, dﬂk raekon uniok
diberikan sebagian atiu seluruhnyas n disam paikan
pacda sanl permehonen dilakukan, FPID wafib menyampaikan

mmberitahuan  tertulis den informest publik yvans dimobon
epada Pemohon Informasi sesual dengan walchu vang yang
ditentukan dalam ketentuan peailumn perundang-undangan,

31 Dulom hulhp:nnuhungnrg}furmaﬂ Puh]l[lk r:ljtnlglh PRID wnni:l
Menyampaikan  pem uan  beriulis  ge
K:mrrillan PPID mengenal penolakan permohonan J:Eu‘

[=]] mem FFID mma-mm penglakan pecmohonan infrmast oleh

diimnnbesised Pm:ln mymt {‘ib Fﬂlng kurnna_ merrua i

ruvnnenr e e e,

fAnm;

alamat;

pekerann;

nomor telepon / e-mail

informas vang dibutuhkan,

keputusan pengecualian dan penolakan informasi;

alasan penpecualian; dan

konsckuernsi \'Arﬁn‘lmkll‘lhln wkun timbul apabils mformas:

ditnika dan dibenkon kepada Pemohon Informast,

(7] Pemberntahuan tertulis schagaimana dimak=ud pada ayat (1)
beserta informasi publik yang dimohon disampaikan paling lama
1C {mepuluk) hari h:nr}a Mj;:lr. permmabonmn diterima.

(B Dalem  hal permobonan  informasi  tdek  dissmpaikon  secars
langsung atau melatui sural  elektronik, nomor  pendaftaran

dissunprikan sekaligus dengan pemberitahuan tertualis,

9] Dalam hol PPID belum menguasal ammu  mendokumentasikcan
miormasi publk v dimohon donfatau  belom  dopat
tm.-mul'usku,n -H:wuh Tl'r.n'lﬂﬂ vang dimolen lermasuk nformas)

TR - S o

alikan, PPID memberitahukan n

Wkt u;ﬂnf ;lcmh:nl.a.huﬂn 1:rll.|1Lu I;lm:r'l'.u ‘]nmli':m““:"“ﬂﬂ

(10} Perpanjangan schagalmana dimaksa beserin
E:n} mu mfermast publik iﬂ.ug dnrmhnn ?'m n paling

7 imjuh) harn kerma seiak jangka waktu pemberitzhuan
terfulis sehapgamnana dimakewsd pada avar (7] dan tidak dapat
diperpaniang.

(11y Format keputusan penolakan dan mberitahiian  Leriuls
sebagaimans dimaksud pada syat (5 n ayat (7] tercantuam
dalam Lampiran dan Lampiran vang merupakan bagiun tdak
terpisnhkan dar Peraturan Gubernur i,

Pasal 45... /26
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Fasal 48

(1) PPID dan/ateu Petugss Informasi waib mencarat nama, Nomer
Induk Kependuduken [NIK), dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjek dan format informasi serita cara VAMPaian
informasi yvang dimintn oleh Pemnohon Informaai Pullik.

(2] PPID dan/atau Petugss Informas wajibh mencatat permobonan
mformast publik vang diajukan secars ﬂr:‘lniq terrulis iz

(3] PFID danjateyd Petugas Informasi wayib memberikcan tanda bult
pencrimaan ohonan Informasi Publik schagaimane dimaksud
pada aval (1} dan ayst (2] berupa nomor pendaltaran pada saat
permindaan diterima.

(4 Dalam bal permobonan disampai secorn langsung atau melalui
surat etekirinik, nomor pe n diberikan sasl penerirmaan
permahorun.

(@) Dalam hal pormohonan disampaikan melalul surat, pengiriman
rensor pendaliaran dapat dih-l:FPIkmﬂn pekoligus dengon pengiriman
tnfarmasi,

1] D-aJnm jangka waoktu paling lima |0 (sepoelub) har kens sejak
diterima permohonan, PPID wajih menvampaikan pemberitahuan
tertulis yang berizikan:

a. Informasi yvang diminta, bereda di baweh  kewenangan/
FEnEUESEBANYH Ataupun tidalk;

b. penerimaan atau  peoolskan  permintaan atas  mformes
dengan  almsan sesuai dengan ketenbusn | peraturan

perundong-undangan;

. alat penvampal den format informesi vang shan diberikan;
dan fatau

d,  biaya serta cata pembayaman uniuk mempercleh nformesi
yang diminto,

(7

Dalam hal pemohon bermaksud melakukan pen daan atou
perekaman mformasi publik, maka pemohen informasi dapat
melakukan penggandaan atan perckaman

(8] Pemohon Informasi Publik dibebankan biava salinan ppandaan
alay  perekaman dandatew  pengirniman informasi doan o b
PEngurdsEn izin pemberian informast poblik veng i delamnye
terdapat informas) pihak keriga.

9] PPID wajib memberitahukan Badan Publik vang berwenang/
menguasa: informasi vang diminta apakbila informeas }'nnﬁldlmmtn
tidak berada di bawnh pengunssannya dan Badan Publik yvang
E'lenglm permintonn mengetabui keberedoon  informasi yang

pfneahnn,

(10) Dulam  hal permohonan  diterima seluruhnye  stag scbagian
dicantumkban materi infarmasi yang akan diber ;

(11) Dalam hal suatu dekumen mengandung mater! yang dikecusalikan
sesual dengan leetentuan peraturan perundong-undongon, maka
informari vang dikecualikan terscbut depat dibitamkan  dengan
disertial alasan dan materinya,

[12} PFID da TP pan| wakty untuk menginmioan
g:mtr:rltaﬁ:un Ethﬁ&hnﬂnaﬁmkam pada ayatl (7). pn]ﬁag barria

[t:li!.lh;l harl Rerja berkutiya dengan memberikan alasan secara

Pazal 49
[1} Pemohon mformast dan dekumentas wajlh memenuhi pecsyaratan
sehagal berikut!

i, Pemohan Informasi Publik wa,}'ib melampirkan dentitas pada
sant mengajukan Permintaan Informasi bk Hadan
Pubitk  melalul PPID sesval  dengan  ketentuan  peraturan
perundang- undangan,

b, Pemohon Informasi Publik omng perorangan  palling  sedikdt
melampirkan  fotokopi karm tanda  penduduk  atau suaral
keteranpgan  kependuduban dari Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil setempat.
c. Pemohon .. f 27
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c. Pemohon  Informasi Publik  Badan Hukum  paling  sedikil
melampirkan foiokop akta ifan badan hukium yeng telah

mendapat pengesahan darl Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Marusia,

d. Pemohon kelompok umnf harus melampirkan surat kuasa dan
fotokopi kartu tanda penduduk sural ketermngan kependudukan
pembor kikssa;

e, mencaniumkan alamal dan aomor tele pon yang jelas;

[. menyumpailean secarn jelus jenis informbsl dan dokumemboas
yang dibutuhkean,

E- mencaniumkan maksud dan tujsan ptrmﬂhﬂnun informicis: dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungawabkan; dan

h.menyatakan kesediaan membayar biaya dan car pembayamn
untuk memperslech mformasi yang diminta,  sepanjang  biaya
yang di an tergolong wajar,

i!l anmhnnan Informan: Publik ln:hn‘qnim.unn diima besud Pm:l.n. eyt
Ly hurul d dapal dikissakan kepada pihak lain yang cakap di
adapan hulaim.

[3) Dalam hal Permohonan Infomast Publik dikussakan kepada pihak

lain sebagmimana dimaksud pada ayat [2), Permohonan Informasi
Publik harue disertal surat kissa khusus dengan dibubube metera:
yang cukup sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 50
{1} Pomerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana
dalam mendukung pelavanan  informas: poblik di hogkongan
Pemerintah Aceh

(2} SBarane dan prasarana yvang dapat digunakan dalam mendukuong
Pelpvanan Informast Publik 4 lingkungan Pemerinwh Aceh
sebagaimana dimalksud ayat (1) antara lain:

o peralatan pengolah dasa fediting unit) linier dan non kinier baik
manusl maupun digital;

b, knmera wideo dan fobo:

. peralatan  belajar  mengajar  yan berbagia multimedia
r! ktor LCD, Cumput:r?iPﬁnl':r an Laptop, scaner, mesin
nto copyl;

. ruangan dengan eknoiogg jarngan berbasie INTErMe;

e, laboratorium design grafls visual dan percetakan;

. perangkai komunikasi {telepon, faksimile);

g lemari arsip (lemori Gle torcctok maupun sorver untuk file
dalam bentuk digital);

h. sals n-.ﬂ!d'i.; clan

i. rumber days manueis.

(3] Pemerintah Aceh  wajib menyediakan sarana den prasaraos
Permohonan  Informasi  Publik  dengan memperhatizan
Aksesibilitas bagl Penvandang Disabilitas.

(4| Sarans dan prasarana Permohonan Informasi  Pubhik |
Penvondoeng Dissbililas sebagaimona dimoksud pada oyat |
dilakssnaken sesuai dengan - ketentuan perafiran  penindang-
undangan. -

HAB Xl
FPEMBINAAN, PENGENDALIAN PENATAAN DAN LAPORAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Paszal 51

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendelinn penatadn
FLID Kabupaten Kota.

{2} Pembinaan .../ 28
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{2] Pembinaan dan pengendalian sebapsimana dimaksud pada i
(1} ehitnkukan meiabo: e

o, faslitas] dan koordinasi
b.  peningkatan kapasitas PPID; dan
c.  monitorbyg den evaliagsi

BaB XTI
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN FASILITASI
AENGRETA INFORMAS]
Bagian Kesatu
Pengojuan Keberatan
Pasal 52

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberntan dalam
hal ditemukinnya alasan sehagai berkur:

B, penolakan  atas  permohonan  informast  publik  sescal
peraturan perundang-undangan;
b. tidak disediakannya informasl berkala,
. bdak ditenggapinys permohonan informasi publik;
. |'.Il|‘_l'l.l'|.l!'r]'l.l.:l:lu|'| ek FlJ]JI'lk ticake :l:il'.anm:m nzhaﬁ.qlman.n
yang diminta;
tidak dipenuhl permohonan informasi publil;
pengenasn bigya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian  informes] publik yang melebibi wakiu vang
diatir dalam Peraturan Gubernur ind
[2) ijuan  keberatan  ae mara  dimokesud pada awat (1)
ditujukan kepoda Atasan PPID melalui PPID Utams,

(3 Pengpjuan keberatan seba dimaksud pada avel (1) dapet
dikuasakan kepadn pibak lnn yang cakap di hadapan hukum

Paaal 53
[} PPID wajib menpumumksn tata cara ngelolaan  keberatan
diserial nama, dan nomaor kontak PPID.

() FFID dopat menggunakan sarens komunikasi yang elekil dalam
mcnerima leberatan sesual denpgan kermampian sumber dava
sung dimihibcinye.

Baman Kedua
Registrasi Keberatan
Fasal 54

(1] Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara memgsi formulic
keberatan yvang disediakan.

(2] Dalum hal pengajuan keberatan disampaikon secary tidak tertulis,
PFID  wajib  membantu pemohon informasi publik Fgrﬁ
mengajulan keberatan atay pihak yang menerima buasa un
mengigikan [ormulir keberatan dan kemudimn memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan,

[3] Formulir keberatan sebagaimana dimeksud pada-avat (1) paling
kurang memuai:

fEmar regisirasi pengajuan kebieralan;

romar pendaftaren permehonan infermast publiks

tuj s penggunaan nformas: publik;

identitas lengkap Pemohon Informssi Publik vang mengajukan

keberatan;

®m =D

apge

e, tdentitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajulkan
keberatan bl ndia;

{  slasan pengajuan keberatan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 32 ayat [1);
g, kasus posisi Pemohon Informasi Publik,
b, waktw ... /29
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h. wakiu pemberian tangeapan atas keberatan yang dis oleh
petugns;

i, mama dan twndo tangnn Pemohon [Informasi Publik Yang
mengajukon keberatan; dan

. nama dan tanda ngan pelugEs vang menerima pengajdoan
keberatan,

{4} PPID wajib memberikan salinan formulir keberatin seha
dimaksud  pada avat (3) kepada Pemohon Informasi Pu I|. YEDNE
mengajukan  keberatan atau  kuasanya aschagai tanda rterima
pengajian.

{3} Format formulir keberatan schagaimana dimaksod ayat (1)

ntum dalam Lampiran yang merupakan tidak
terpisahkan dar Peraturan Guberpur ini.

t6} Format formuulir keberatan sebagaimana dimeksud pada ayat [3)
berlaku terhadap posyodisan sarans pongsjuan kKeboratan
melalul alar komunibeasi &Jl:l-rl:mmh

Pasal &5

[1} PPID wajib mencatnl pengajusn keberatnn dalam registras keberitan,
|2} Registrasi keberatan sacbagaimana dimaksud pada avst (1) paling

Kurang memaal:

8. NoMmor registrasi pengajuan keboratan,

b, tanggal ditenimnya keberatan;

¢ dentitus  lengkap  Pemohon  Informoesi Publik  daneoau

huasamyn yang mengajuban beberstan;

nomar pendaftaran permohonan Informas Publils
informasi publik yang diminea;
tuuan pengunaan informast;
alasan ngajuian keberatan sebapgaimana dimaksis] dalam
Pasal EJP:.}'HI'. {1];
he keputusan atasan PPHD;
i har dan tanggal pemberian tanggapan atas kebemtan;
§. naimda den posisl atasan PPID; dan
k. tangeapan pemohon informasi.
[3) Formal register keberatan sebagmmana dimaksud E:?ﬁ ayal (3]

tercantum dalam Lampiran  yang merupakan N etk
terpisabikan dar Peraturan Culserriur il

Bagian Ketien
Tanggepan Ates Keberatan
Pasal 5f

(1) Atasan PPID  wajib memberikan tanggapan  dalam  bentuk
keputusan tertulis vang. disampaikan h:pudn P':mnhun Informasi

m e

Pu vang mengajukan keberatan stnu YANE  MENEriT
kuass paling loma 30 |,Lrﬁ-I pulub) hari me;:ﬂr. di COLAInya
pengajuan keberatan tersebut dalam reglster keberatan,

i) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pads ayat (1) paling
kurang maemaat

a.  tanggal pembustan surmt langgapan atas keberotan,
b, nomor surat tanpgapan stas keberetan;
C mﬂm;mumn tertulis atasan FPID atas keberatan yang

d. perintaiy amsan PPID kepada PPD untuk memberibkan
an atau selumuh informas publik yang diminta dalam
= hal keberatan diterima; dan

‘;:.&k; ma.k'ru pelakssnaan perintah sebagaimana dimaksod

{3] PPID wajib n:l.:h]mﬂnﬂ!mn keputusan tertuls sebagaimana dimaksod
pada aval (1} pada sadl ditetspkannys Keputusin erialis lersebul.
Pasal 57 ... /30
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Pasal 57
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
L-:.Lta menerime kaasa yang tdak poas dengan kepunasan assan PPID
rhale mengajukon permchonan penyelesaian sengletn  informas
blik pada Komisi Informssi Aceh atan lembaga lain  sesuai
tusan Tuaran :E:nmdm:lg-u.udnngnn paling lama 14 [empat
belas] hard kerjo sejak diterimanys keputusan atasan PRED,

Bagian Keempat
Fasilitosi Sengketa Informasi
Pasasl 58
(1) Bengheto informasi dapat teredi apabila Homisi Informasi Acch
sesual dengan kewenangannya, menerima permohonan senghkeia
infermasi  vang dinjukan pemohon  informasi kerena Gdek
menesima alasan tanggapan Atasan PPID.
(4] Pengajuen sengheta informasi e imana dimaksid pada ayan

1j hon informasi wikte paling lama 14
ermpat belas) mﬁhrja setclah diterimanya tanggapan tertalia
darl Atasan PRID.

Pasal 54

(1] Gubernur mekalun Atasan PPID menetapkan T Fasilitas:
Henpketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian senghcia

irforimns.
(1] Keputusan penetapan Tim Fasilitiel Sengheta  Informesi
g8 a0 i surat kuasa untuk bersidang mr.“m
Pemerintnh  Aceli di Komisi Informasi Aceh sesuad dengan
Kewenangannya.

(4] Tim fasilitas :uPn ]}m '"E.""L‘“ thbu:mm oleh PPID Um'nfiddm
takan Pembantu, pcjabat yang menangani
hukum dan ﬂ.':—’;ﬂr fungsinnal serta pejabat) stal lainaya ﬂem
dengan kebut !

(9] PFPID Utama melaksanakan (aslitasl  penanganen  sengheis
informasi dengan melakukan kosrdinasi dan konsolidasi bergama
PPID Pemismiu terkait, Ecﬂftml yang menangani bidung bukam,
pejabat fungsional dan g lain yanp dipandang perlu.

(5] Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
diatur aleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

6} Tim melaporkan 5 f:nanzanan dan  hasil penvelesakon
eengkets informas: kepada Atasan FPID.

BAB X1V
FORUM KOORDINAS] PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DARN DOKUMENTASL
Pusal G

(1} FEPPID dibentuk uniuk meninghkutkan koordingsl antar PPID
Provinei dan memperkuat peran dan fungsi PPID Pemerinioh
Kabupaten Kota,

{2} Pemerinish Aceh melabuksn  boordinasi, pembinaan  dan
pengawasan FEPPID,

[3] FEPPID} Tingkat Provinsi terdin dan seluruh PPID Pemeriniah
Kabupaten |

HAH XV
PFENDANALN
Pasal &1

Pendannan vang dipsrhukan unnik pengelolasn pelayanan mformas:
dan dokumentasi mwm;}nmgan Pemerintah Aceh di nkan peeda :

a. Angparan Pendapatan dan Belanja Aceh; dan

b.sumber kain vang sah dan tidak mengikar sesuai ketentuan
peraturan perumdang-undangan,

W

BAB XV .../ 21
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BABR XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &2
Padm saat Peraturan Gubernur ind mulai beclaku, Peratiran Gubermur
Acehy Nomor 57 Tabun 2018 tentang Pedoman Pe olann Pelayanzn

Informas dan Dokumentasi di Lingkungan ntah Acch [Berita
Drseriah Aceh Tahun 2018 MNomor 57 dicabut dan dinyatakan tdak
berkak.

Pasal 63

Persturan Gubemur ini mulai berlsku pads tanggal divndangkan,
Agar setiap orang menpetahubma, memerintahkan penpundangan
ﬁl;;rumn Gubernur ini dengan penempatannya dalam ta Daerah

I]:l:ﬂapicarl i E!an:ia Aceh

D:umhnghm d.l Bmda Aceh
pada ta

it

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1

%\ L L T e i
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BAGAN BTRUHTUR ORGANISAS] PLID PEMERINTARH ACEH

Crsbermuar

Peripmrah

Bekretarin Oaernh

Atpsmn PRD

Eepala Dinas Komuslkess
Infermsiiks din Persandian

PPID iaon

Kepala Bidang Penpelolnan
Lanymnan Informmasl Pablik

Palakasna Aaman PFID Uama

Pengebalaan Fasibitasl Pkt
. Drata dan Penyelesalan - k
Informast dun " Aplilensi
I Elagillkasi Sengketa e
Dakumentan Inf aad Ik I [rtmbnse
]
PP Pelakaanm
Satiuan Kerne Perangkat Aceh

aporEn PPID Aceh 2023

1432




(iR R
dniniig e L L w) ISHULIOJL] e Fued nouagam|
{afivmynm oybiuny uoyingaspl | [T LR e W LeE AR UETI S0 WA 151G LI BTN L TEIIAnJI IETa) |
e EE e | {1y deg usBusquiniag / Susnyoasuny LN JEEE] (LI | |
ST e TP [acE wped Umpngestp oustnTESngss NI senu] depenial Suarss ety
-hﬂ.._._r._-.?._.ﬂn ._.-ul...ﬂ-..-u—ﬂ-.m_.m_ r—.ﬂnﬂ..- ................... --ﬂ Hi.EﬂHhﬂ_ﬂ ..----...-.-:::H ..-.-u-u..-lﬂ_.ﬂ—ﬂ-ﬂ. .--...l.-”_.-ﬁ_hﬂ._. ..................... __.r.-.- F—.ﬂ_.n .I—..-_E

NOHWYL" HONON
IENENHASNOE NVIFGONTd HYEMET

2
g
2
-
g
3



[ieny wepingy eruidwg )

M N e (ke ded S dmangs (L

e oy

"UETRIaY Ynuad uEp BUIEsEs BIEIas 1BTWIP TU) IBUanyEaeuoy wepnduag uwpprsgg

T

ECTE

[

el1ay nup) _ R E Bumy

o

A wETE P sEE i p [agE eped noasmp ruRpEdegos Suanyasuny ueindea] emgeg

=
=

Laporan PPID Aceh 2023



[ 5]
=
£
P
[
&
%
5
B

|
drmnyg dmymyig L e |
(mfuengayom ey T ueyeqniuad | EMWIE | yesgenampg
oyfun usIngasip) e eqaIag WATIIARg IREgUrRIag Aund
rare A exduer fesflurireafluaehoguingaise ey ey Uejoun g uE[eraduDng Fan
AN ey uslueguila /ISUSyasU0y . WrANH e

Uy EMEC 1P [GE] BpRd URHINGASID BUE E__%EH ueyifEnaayiC] Hued iwewaopu) de _:_EH IRENYIERY

wEyEGNEED] e nE yEa) - "1p pnduiaasg CunyE) eorEpg et ey e " rap uey wpeg

NAHYL ™ HOWON
NYHTTYNOANIO ONYA ISYINHOANT ISVAIAISYTH NVHYHNONId SVYLV ISNANNASNONE NVIFNDNHLd AVHINA'T



{HEqng wepeng uernd )

M TEpr ] e w1,

infmaiuagy

“LiEiaay ynuxd

UBD BUESes BIN00S JENGIE Ul aEEnoar] ues oy u ] SEEsey megeg nius] see moaniasuoy weindusg wemnuac

TR

L1 %5
g
1

L o 3

BRI

.E___._._.Wh.n

on

R0 EE

SHIE 1P (2081 Bped INg2sp eueuneieq2s UeNendayy] Fued ISPuLoju] ISENSey URyugnEua] SEe muanyasuoy aeiniuad sage

m
r4
=
i
.m.
o
8
G
W
&
.



PENETAPAN
PE.JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG
KLASIFIKAE] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG 1| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Pulblile.

b, bahwa Informasi Publik vang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

¢. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengeiola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
Tahum............, dasar hukum atas
dikecualikannyae informasi tertentu perlu
dilakukan pengubahan.

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
schagaimana dimaksud dalam huaraf a, huraf
b, dan huraf ¢ maka perlu ditetapkan
Penctapan Pengubahan Klasifikasi Informasi
yvang Dikecualikan.

MENGINGAT +| 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn [Informasi  Publik  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Laporan M0 Ac=h 2023



61, Tambahan Lembaran Negarn Hepublik
Indonesia Nomor 4846];

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
ientang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 (eniang Keterbukaan |Informasi)
Publik [Lembaran MNegara Eepublik Indonesial
Tahun 2010 Nomar 99, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 3 1449);

3. Peraturan Komiisi Informasi Nomaor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian [nformasi Pu blik
(Beriia. Negara Republik Indopesic Tahun...
Nomor.., Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor... |;

. A £ SRR

MEMPERHATIKAN | :| 1, Penetapan PPID Nomof......... Tahun........ |
tentang Pengeculian Informasi.........

2, Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
Tahan.. i

3. Lembar  Pengujian Konsekuensi  Atas
Peppubahean  Klasifikasi Informasi  vang
Dikecualikan Nomor. Tahun

MEMUTUSKAN

MENETAFEAN | | PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP FENETAPAN PFID
NOMOR........ TAHUN....... TENTANG RLASIFIRASI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : | Informasi-sebagaimana disehutkan ]'I-HI-'IH lampiran |
ini merupakan Informasi vang Dikecualikan.
I

KEDUA : | Lembar Pengujian Konsckuens! atas Pengubahan |
Klasifikasi  Thinrmas: yang  Dikecualikan |
OO s Tahun yang fercanium da.'laml

lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahlean |




e Penctupan mi
Ditetnplam di Banda Avels, poda b penl

Pejatiiid Petngeiokn Dilorehisl din Divebciaiiaeh tisl

TEN & Birmpel g P Fedliin Pubdih

| P



FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMAS] PUBLIE

(RANGEAF DUA)

phama baden puidibk dem nlaraas, lepron, Tmlesdmill, qomsail fjiks sddng]

Logn
Badan

f TS S

Mot KTP | seusasi KTP*
Alarnat

Preliw
Womer Telopon (E-Mail
Informiksd  ysng Ao

Dinas vang ditugu
Alasan Permonuan

Nama Menporens  Indforenasi

Wemmtsr BKTP | seazpai KTP ) *
Aluimat Penggune formas:

Meminr Taleponr fE-mmail
Ty Penggiannmn nformanl

Cara Memperoieh

Foomal Bahn Lisformusd
Cara Mendapatlenn Salinan
Informnst

amcunggan yang berlako,

g

Puhblil FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
ong bertanca tangun dibawah inl. menpjuken permlntses infsrmeand =

Dmim o infiormams yang famd peeoleh, bami o gmahan s dengan beteniuan porondong-

Petugas Pelayanen Informesi
| Penerima Permmabionan |

Namn dan Tonda Tengan

Mo, HegISaer .-

1 Langrung : 21 ‘Wehsise; 1. E-mail; 4. Fax;
1 Teroemk; 2. Tercham
1 Langsung 2 VinPose 32 Emal

Pemohon [nfermisi

M dun Tussdn Tangan

* D (il geTucgis Berd (M) [iIeT FEEITRM. [enbahoran Inkrmas Fohbk
= Pl b e AETERN T LR |

apornveto acen 2023 (ST



1M Balik Farmulir Permobiaan Infermasi
Dieetak Infarmas] berikut:

Hak-hak Pemahion Infomnmasd

Berdemarkan Undang- Undang Nemar 14 Tahun 3008 tentang Keterbukaan
Indormas Puhblik

.

Wi

Pemabon Infemeasi berhak ammik  mesmdnts selunih mformosl yang berada df Basdan
Publik kecuali (8) informasi yang apahila ditmka dan diberikan kepada pemobion informasi
daput! Menghambatl proses penegialan hukum; Menganggu kepentingan peclindungan hak
aims hekunyvoan  intefekiual  dan perlindungan  dan persaingan  waaha  ddak o sebar
Membaluyakan perialiasen den kesmanon Negorn; Mengungkss lelayen atom Indonesiag
Metigilan ketahenan ekovomi oosonal, Mersgilnn kepentingan hubungen luar negerd;
Mengungkap isi alotn otenilk yang hersifar jardbadl don losmasin teralkdhic atapan wasisl
sempnrang: Mangungkap rahasa pridaetl; Memarmadium atag saral-sust antar Dadas Pablil
mu-i::mﬂ-dm?u’hlikylugmmmn MF&MMMFMM
Informnsi ateu Pengmdilan; Informasd vang tidak baleh diunglapkan berdasarkan Undang
undeng. (b Badan Publik juge dapal tidek memberikan informed yang belum diknasad
atey didokusrntanlan,

PASTIEAN AKDA MENDAPAT TANDA BUKT! PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID, Bifa tonda bultl permwhonns informas:
tidak diberikan, tanyekan kepada petugas informasl alasannys, mungkin permintann
mmformas anda kurang [englean.

Pemohan Informes berhak mendapatkan pemberitabuan tertulls temntang diterma atau
tidaknya permobionon infermast dalae jangkn welou 10 [sepulub) Bar keha ssjaik
diterimanya permahonan informasd aleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang
wiaktu unituk memberd fewaben tertulis 1 x 7 harl kerja, dalam bal; informasi yang diminta
bl dldhu ol | dldokumeniudkan | belum dapat dipurusinm apakals Eubormeisd yang dlnints
termmenik informess yang difoccslilm ataw tidak,

Hingra wang dileenadnn bagl permintean arna salinan informoal berdosarinn marat ospaniann
Firnpinan Badan Publile adalah (diis essus desgen sarcal Reputusan Mepdonan Badan
Mahhk)

Apabils Pemohor [Aformest Udak puss dengen eputusen Badan Publil (mdesl menslak
permintaan Anda atay memberikom hicva sebagian ving dimvinia), meda pemohon nibrmasal
dupat mengrjukan keberatin kepada atasan PPID dalien jangka walktu 340 [tiga pulih) harci
kerir scjak peomobonan bfonnes! diolak/diemukannya alasan keberatan ainmea. Atasan
FHD wajib meoberikan tanggapean  teriulis atas keberstan yang  disjukan Peambon
Informani  selambar- lambatoya 30 (tga puluh) hori kerja sejok diterima/diratatoyn
pengnjian eberainn dalnm rogister kolernan.

!.'F.n'hi:l._ Pemokan  Informasi  tdal puas dengan  leputisan Atmssn PEID,  maka
pemobion mfermasd depal siengauiklen keberatan kepacds Komisi Informasl dalam fanglo
windclis 14 [empal belss] hael berfa sejulr diterimaiya leeputuaan ataean PPID oleh Pemobon
Indocmns Puhilile
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FORMAT SURAT KEFUTUSAN FPID TENTANG FENOLARKARN FERMINTAAN INFORMAS]
FUBLIK

Logo [rsuma badan publik dan alemat, nomor telepomn, Takabmitl, emall fika ada)|

Badan
Pubilik BURAT KEPUTUSANTIHD TENTARNG PENCOLAKASR FERMINTAAN

Mo Pondaftsran: ® .o,

Nama
Alarmml i ey gt L e g (bt ke g s EE R L ST L BT

Mogre’ Telp cinmil e L e L R T L LA e e YR L L XL O TER

D memituskan bahvn Infemas vang dminta adalah:

INFORMASI YAND DIKECUALIKAN

Pengecunkian Informesi didasarkan pada alssan
D Pasal |7 Hunal ... UL Keterbulsnn informas
Puhilik **
D Posal .o Undesg-Undemg ... ==
Bahwa berdsparkan Paaal - Pasal di atas, membuks Infoemasd teracbul depod menimbullean
hunsckurnsi schogai berikoat:

Demigan demilinn menyainkan bihwa:

I PEREINTAAN INFORMAST DITOLAK

Jikki Pereiitvian Infiemssd ketberiinn aias pemmoloksn @i moka Pemohon informesi dmpat
mengapikan Kebaratan kopada atasan PPID selnmbat-lnmbatooens 3900 {tge poluk) han leerjo
sejak mencrime S Kepuissan ini

it {Tempant), . toriggal, bulon, dantehun | )

Pepaibnid Ferigebaln | gifuriz es dein Dok uticnlisi (PP

: Huuﬂ-ul

Keteranpan:

3 Disf odch prtugns berdnssarkan nomor registrvsl pormohonen Informas Pubiiie

e Diisi olsh PPLD seat) denjpan pempoeisalian pada Pesnd 17 huruf @ - | YU KR,

=8 Sewtind demgan Pasal 17 hoeul | U0 KIP, d disk aleh. PPID senunl dengan poasal
pengecualian dalam andang -wendang laln yang mengecualilean informast yong
dimahen terscbat (sebulkan pesal dan undang -umidangnya).

== Diisd oleh petugas dengan mem perbatilan hotas tenisng jongkn waldu pemberitahaan
werialls sehaprimana Alatur daiam UL KIF dan Peraiaran ind.

Laporan FPID Aceh 20123




FEMBERITAHUAN TERTULIS

Loge Hadam |nama badan pubiik dan slamat, nomec teepon, faksimili, email [jiks odaj]
Puhiliiz
Berdaserkun permintsan informasd pada tanggal ... bulas ... tshun ... deagan nomor pendafisran®
e Hizml men yampe b kepacda Saodar |
FiliL i i - k. - imdbainia i
Alamat Bl e e e e e T
Mo, Talp/ Emall | g S st v i
A Ipformasi Dsoat Dikerikan -
| N Hal-hal verkalt Hetaramgan
Informmsl
L. | Pengunsson [nisrmass 0 Koo
Pobdik** | Bodan Pablik lain, ymito ..

Z. | Benruk Osik vang wreedis** | 0 Sofoopy fonmmesuk releamang,

2. | Biayn yang dibutohkan®™ | | PENyRUNAN | ®p. .. X .......QWih Jeeoeran) = /...
Pengiriman| Rp............
Laln-laln | Rp.....-
Jumizh Rp. -

4. | Waktu penyediaan R T

3. | Penjelnsan peoghiismon ) pengubiane. Dnformmes) veog ddmobon®==* [tambeabkon ertes bila

pearhi

B. imformosl tidak depat diberiknn mrena;*
[ Infrmoasi yang diminia belum dilcanss
Iaformusl yang diminta belum Sidslomentaslos
Periyediaan infirmasi vang belum didokamentasikan dilaknkan dakarn jaoghon wakta., .

rmetcie e fiempat] fanggal S buaisn S tahion]

Pejubai Pengelals Informesl dan
Dokumentasd
[PPID)

Nm i T.;-.;:L..'[ .

Keterangan:
. Eiisl wesnad GF'I'IEIH Lisdeid anﬂ!rlﬂ pada formullr pl.'rmnhmn.n-
- 1Alth selah sty dorgan membern tends (9.

Ll EBlaya penyalinan [fotokopi atan disket! dan/atan baye pengriman (khusus kkunr dan
pos) sesual dengan stnondor hinyes yang telah ditetaplenn.
et ks ada penghlaman informasl dalam swaty dokumen, makis mberikan alosan
.
we=it Dhini dengoin eterangnn wakti yang jefan anbik menyedialon informasl vang dimints
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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
{Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR... TAHUN....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMAS! YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG ;| &, bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
kerat dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan puoblik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setinp kebijakon yang
diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan humf ¢ maks
perlu menctapkan Penetapan Pejabat  Pengelola
Informasi dan Dokumentasi fentang Klasifikesd
Informasi yvang Dikecualikan

| MENGINGAT :| 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang|
Kelerbukaan Informasi Publik [Lembaran Negarm
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Momor 484862

2. Peraturen Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksansan Undang-undang Nomor 14




Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9%, Tambsahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tabun 2007
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita)
MNegara  Republik  Indonesia  Tehun .. Momor,..,
Tambahan Beritn MNegara Republik Indonesia

i Nomor.....J;
MEMFERHATIKAN Lembar Pengujian  Konsekuensi Nomor........
i Taklom. i
MEMUTUSHAN
MENETAPEAN - | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA ¢ | Infarmas) sebagatmana dissbutkan pads lampiean .. i
merupakan Informasi vang Dikecualilkan,
KEDUA i | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. ... Tahun

yang tercantum dalam lampiran. ... merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

TTD + Stempel/ Cap PPID/ Badan Publik |

Laporan PFID Aceh 2023




GUBERNUR ACEM

KEPETUSAN GUHERENUR ACEH
NOWIOE 388 [ P19 ¢ 2030

i Neeasr LY Taien m worteng Pomerwtahan
& wm Nomux [ Fabue 2004 tencang Keserbnokaan
* Wmﬂmm Wamor AR Tabum 20059 lemany Pelsyeian

B Undang-.poarg Soawe 0 Tanu 000 peelonmg Rray sgees.
-3 m&m Eﬂm 23 Tibrza EH m Fms-ﬂLalupm.

Talus LT
W&WMW

315..%WT*ME*EMW
ﬁ%tﬁmm&

LA Pecgpurns

-aporan PPI12 Acen 2023 _



i 1
4.'_-._.‘.'_. It - 1 a -
L LI il |

]

_'L'H.] S5 M s

LT I ] (1
[ - r'.| i h - L

ool il iy, oLl w1 L .. -. I-‘1- ) ‘
B SR Ll . L ¢! ! “‘.’ -|J ! Lo ol

Laporan PPID Aceh 2023 —



: e & i . . . . - it . i
L b e i) oy | 3 : e B : . i
- P i L= L = 5 e 3 FEy pillmy st %ﬂi el T BB L e e

y I....i — g ".vﬁﬂlﬁ ”ﬂ.* S I._.i.qj__.l ...Il..rl:.- e 1—_....-- ifl'l n.[ln.l..i”
i o T R ——— Y =T i e P e g v iy sy -
PRI o 4 o=, T | : B : H 1§

G T O T 2 ; o | o A ) |1|.-.h %&% o . u:.“

ST =y

L_arblﬁﬂ.... i e e il

- b ..-.—Inu o |

e -




o0
(]
[e=]
~
<
3
<
=
&
a
c
o
Q
=
5




o0
(]
(o]
~
<
8
<
=
a
a
c
o
Q
=
5







cui wndneen (o aasdyooe pkd mam)
WIS W ] urpyRpgp ued
pmsannn  wreogsiasd | mepehariienyg| 1

It

VW SV

HAMTHSO Ml MV TW MDD

s

TRLSY IR CHEl W DSV PR MR B RS Y SV AV T







I - ol SR i A .. r
. e e v _. e re———— . !ilili‘.ii?f;i.l. :

=X T, Bl i A u I i, i :

= ) by on i!jliliglllﬂli v
: . L = TN . R T e e R S —— Ay w8,
A g wl J& 2D w LS e ——y ] - ] | 8 R [ vy hﬂ
e . T T i e ancdl AT e B gy | ey P g wreed Ty
.fi‘iiiiﬂi%l!.i} ..-“,




o0
(]
(=]
~
<
3
<
=
a
a
c
o
Q
=
5






o0
o
Q
&
<
3
T
=
&
a
c
g
Q
a
5



A T R

Tkl |
@
E

s
£
§
:
g.
|
E




Ii

.
i

.

IS

L.Fm

— 1 - -

i

]




.II. . o s Bp it § ! . -_l__ _
C ] - o i
i | oo [ _ 1 E - = : Ly
. LS - . - f - 0 s - = L ™ il . -
1 - " Il
—.

. g a L e 2 ..I = . . : o i
...i_.__._ﬁ._.l.-l.l .1-.__!-1..-.&1”— -

TR F = s o g el s i e ) m
i N r = 01 I e i

" T, N h.._.._...m_.___..l._m__...___
- m;ifili;{illﬂfljjk

Ll R
[ 1 .."...“ 4 =" _...“._ ; 5 ! T -~ _ L A ’

; oY T
AT T L MYC M i i e b e bk by



TR

o0
(]
Q
&
<
3
<
=
&
a
c
g
Q
a
5







’ - C L R | I
] ¥ g _... ’ - N . ik o |

“u : .z - - ¥ . . & 5
’ '} | " = L - L2 T, [l
. P £ ; = - — . e ] . 1 il =
Rl ety : e e w
i - - = ) : . .I... 1. ) o ol

...m..-.
BT T LMIL EREr Ty T i RO T
-u - o o Il

r
i vl
- !



SN E— . -.. - -.i.li||| -.|| — o
[ ] —mlny e T
g s 1 F P PR iR
s wum sy i H P e T
Ey e L .
e P g | lllj i ¥ ol §
| | dawd
T | _.Fli o | P s gl
Forwd mmmmarpn) ey i Bl gy i | _.[_I...!._..I._
S | |4|.Fﬂ I._lI_In L
—roall  sompey i s B ‘_—\ ol g o
- H____..,...IHJIJI.IIL
iy e
e J.-_JI.IIII_ [m — st oy |
B pie o | =TET Y
e e T _|_ i oG LT
| g mecp ey __.-__.m.._l I_.lli__ 1 - ! R B i’ L
A
A R T L
Ll R MCErik BT | DO — | R - il #= -
|
S bk A




Laporan PPID Aceh 2023 _



P . |



S

| =
| i
1|H.I._.:||q.jlm | ) o . HB.EJ‘IE Iill{lnjllj ~

-1
i
|
-
m
]

T — g p— T
——y sy, e iy e ) S N Ry g e Y PR
T, R RN e | e—— ) iy | asreem ) g el
ey e i——— e gy B O ey |
o et ] R g ) _eg—— Wnre—— T 5 ] - g -
]‘nlujlruirllﬂl-njgl'ri !
THELy LT
—— g g gy T | Wy T S e—r—— So— o @ ey T rmry Ry T |
o, B Sl [mﬂﬂ. i 1. !?!F




o0
(]
(o]
IS
<
3
<
=
&
a
=
e
Q
=
5




o
-.q -
]
r

N5 By Beprpe ¢ oy e
(ks o b —r———— - S S PR [
SR - T e i) g0y Sivnlgt Syl i ey vy gl s [ g
.y ———— o o .+

I l!lmu.l-“ ]
b e R pn e b T F v B
P i (M o] iy el B
o (o e
— ey — Ty T TRy |
.”—. e e W el K
e~ - B o P N PR - |- 1
= = ~—— ——

ey e ————
ol e | . ek vy | (N e i | —— T S e @ UL e e G e
— [ R TR . e L N | by -i'.ii — e sl el T
Eli..il'rlll{rul [ | e T TN R R T T SR S ——— = =iy WY T B
) Bl e — 11]1...1'11&' HIPM] S oy e———— r—— ]
O D 7 A T W e B ) A .Il...._.!.!-..} L L L W S e wr—— ]
— F e & i e T Sk 1]'.—11‘.!11.41.-#.!! P s e E——

ey el ey T ey
SRS ] G AT Py gl e Sy 1 w—— PG B ey Ry ST, DR RIS O SR [ oo, [ o e Sy

_ T— Y T S S—— — —— 1. Eﬂﬂl_ﬁnj 5, demte Bismuer; busgiery
e —

i i m——
hll..__._.ul....l_!._..n.: — ML VIR LY U o b s v
FEERY

VTR L LV ] Ty e W

P BT R CETE L TR a TR L e BRSO R TR T



£y

L ) et el L
e T T e
s s R o o
ey (] o g
PR Y Wl ..rj—nu.u w0 LT il
[ PPy gr—— CRTTET e et app Bue i g s ey mopey gy b
EppWELT W | I N | P | R PLENE L e e
s S M Rk L1 il . __ Pt g e
R e
[Tl Lreg vy ki
FEE o e [ ] Ter ] W
e f el LRE e P, e o
l!li geemem|  orqy mcwrp Sara mrprR ey Pk _
g lljham_ -—— PR L e Rl oy
il s L e ey gl e b
o I sy et ] . e g bl el o) o
Bywl pemarger| vempey | prapena | oy eererpe Bawd _ refagom ceepd sy p geone
mmgag] + orEmpy| g ] el e yvemewnTrOp
e it T e e B B R Ry e b i
- P AT INT
BisE.LE Wy DL, W AT TN E-HGH“H._.E £T1AA dﬂ%ﬁ T e r——
. __ Yot
IV AL T kv




Ay
1P yridtunag
e UL L
Suedwrwaopm| 0000 | ueppenaep Furs
Umuiyey eligey ey || iSO MAUN]
urgrnsap|
Puwa
.. E 4
Ly Ty AL )i -.ﬁ_l-.__i.:u .ﬂ:t..___
dues I-EE- __Ju.... ISPUILIALEE D5 1)L D










GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR &4 TAHUN 2022

TENTANG
MONITORING DAN EVALUAST PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KLIASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang ¢ bahwa untuk melalsanakan ketentuan Pasal 18 Ayat [3) Qunun
Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Lnnlung,r_r::!ngl'.hﬂann Keterbukaan
Informasi Publik, perlu menctapkan turan Cubernur tentong
Monitoring dan Evaluasi Pelavanan Informasi Publik;

Mengingat L. Pusal 1B avmi |6} Undang-Undspg Dasar MNegars Republik
Indomesia Tehun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh tbmbhﬂrﬂnﬂhqm Republik Indonesia Tahun Mormor 62,
Tambahan Lembaran Negara Bepublik [ndonesia Nomor 4433);

A, Undapg-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten Reterbukaai
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846,

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 wotang Pelayanen Publik
m:hartm Megara whiik Indonesia Tahon 2009 Nomor 113,

bahan Lembaron Negam Republik Indonesia Nomor S038);

5. Undang-Undang Momor 43 Tahus 2009 tentang Kearsipon
iLembaran Negara Republik Indonesia Tebun 3009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negar Bepublik Indonesia Nomar SO7 1);

f. Undanpg-Undang Momor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintaban
Duemh  [Lembaron Megare Republii Indonesia Tahun 20014
Momor 244, Tambahan Lembamn Negara Republik [ndonesia
Nomor S587) Ehnﬁuuﬂa telah bebe leali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tehumn 2022 ten Huhumngan
Keuangan Antaro Pemerintah Pusat dan Pemerin Daoerah
{Lembaran Negam Repuablik Indonesia Tahon 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemirintahan teiran Neganma Republik Indonesin Tabun 2004
Nomor 292, Tambahan Lembaran Megars Republik Indoncsia
Mamor 5601) sehagaimana telah beberapa kall diubah terakhis
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kenja [Lembearan Negorm blik Indonesia Tahun 20 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negarma Republik Indoncaia Momeor 657 3);

8. Permturan  Pemerintah Nomor 61 Tahwum 2010 fentang
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tcntarIE
Keterbukaan  Infbrmasi  Pablik  (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2010 Nomar 99, Tambahsan Lembaran Nepars
Rﬂpul:'lik_l.::..u:l.nnl.-:l.i.q Nomor 51449];

9. Peraturan Menterl Dalam MNegeri Momor 3 Tahun LT tentan
Pedomen Pﬂllé;dﬂlﬂ.ﬂ.n Petavanan Informasi dan Dokumentasi
Lingkunpgan Kemenlernan Dalam Negeri dan Pemenmtah Cacsrah
{Berita Negara Republik Indonesia Taliun 2017 Nomaor 157);

10, Peraturan .../ 2
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10. Peraturan Menlen Komunikes: dan Informatika Nomor 8 Tahun
2019 tentang Penyelenggarann Urusan Pemerintahen Konkuren
Bidang _E.El!'.l‘.‘ll.l!!li.kﬁﬂ:i din Informatiks (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026},

11. Peraturan Komisi [nformes) Puset Bepublik Indonesia Nomor |
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12 it Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

usunan Ferangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Adch Nomor B7] achagaimana tclah
diuhah dengan Qanun Acelh Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 ttma.nﬁ
Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh [Lembaran Ace
Tabhun 2019 Nomor 21);

13, Qaoun Aceh Nemor 7 Tahun 2019 teotang Pengelolaan
Esterbukaan Informasi Publik [Lembaran Asch Tahus 2019
Nomor 15, Tembahan Lembaran Aceh Nomor 117);

14. Canun Aceh Nomor T Tahun 2020 !:ntﬂnﬁnf::itcm Informasi
Aceh Terpadu {Lembaran Aceh Tahun 2021 ar f);

15, Peraturan Gubernur Acch Nomor 55 Tahun 2020 tentang
g::j:{%hahan ﬁm’;zdhanﬁmngiubwnuanmh Momor 119 ;‘ahun

tentang hedu o, Susunan Organisasi, Tuges, Pungsi
dam Tata Kerja Dinas Komunikas, nfbrmatika dan Persandian
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 50;

MEMUTLUSKEAN:

Menetapkan @ PEHATURAN GUBERNUR TENTANG MONITORING DAN EVALUAS]
PELAYANAN INFORMAS] PUBLIE,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubermur ini yang dimaksud dengan:

1. Monitoring adalah kepatun  unlulk  memanta Inksanaan
keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Acch.

2. Evahlzasi adalgh %Yematan menilai pelaksanaan  keterbukaan
informasi pada Badan Publik Pemerintal Aceh,

3, Informasi adalah kelerangan, perpyaisan, gagesen den tanda-
:.mk:.da Vang mengnndl;mg nilai, e E: 8 dﬁ_hpcum;._,kbnih I:li'g:{.
akia, maEupan jelRsaTy vang dapal dilibat, didengar, dan
dibaca, vang disajilken &E]v:m b i kemasan dan format

sesuai  dengan perkembangan teknologl  informasi dan
kamunikasi secara elekironik dan non elekironik,

4, Informasi Pablik adalal nformhasi yun%cd.th.qsum. dislimpan,
dikelola, dikirm, dan diterima  oleh merintah  Aech yang
berkaitan dengan  penyelenggars dan  penvelenggaraan negara
danfatan penvele ra dan penyelenggaraan Pemenntah Aceh
lain yang berkaitan dengan kepentingan pubiik,

& Pelayanan Informasi adalah jasa ;-'angfﬁ:tl.hmka.n oleh pemerintah
Acch kepada masvarakal pengguna informasi,

6. Aceh ndalah Daerah Provina vang merupakan  kesaiuan
masyarakat hukum yang bersifat stimewn don diberl wewenang
khusus untuk mengatur dan mengurus sendini  urisan
Pemerntah dan kepent masyaraxai selompal scsual dengan
Peraiuran F:mndang—u%n alam sistem prinsip N
Eesatuan Republik  Indonesia berdasarkan  Undang-Undarg
Dasar MNegara Republilk Indonesia Tahun 1945, vang dipimpin
oleh searang Gubernir,

7. Pemermtab dceh adadah unsur Enyclmmam Pemerintahan Aceh
vang terdiri atas Gubernur dan PerangXat Dacrah Aceh.

. Cubermur adaiah Kepala Pemerintah Aceh,

hnn-.mn B Bl DA LS B A lak

8. Dewan ... 3



9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA
adalah penyclenggaras Pomerintahan Aceh yang  anggobanys
dipllih melalui pemilihan wronm.

10, Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnys disinglat SKPA adalah
organisasl perangkal dacrah pada Pemerintah- Aceh,

11. Pengelolaan Informasi adalah proses iapan, layanan, dan

kumentasian  Informasi  Po untuk  memastikan
terpenubhinye hak masvarakat atas Informasi Publik.

12, Dokumcniasi  adalah  kegatan  pengumpulan,  pengelolan,
penyusunon, den pencatatan dekumen, dota, gambear, dan suars
uniuk bahan Informssi Publik baik erceiak, terekam maupun
elektronik.

13, Klasilikasi adalah pengelompokan informasi dan dekumentasi
secarn sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi
serta katageer infacmasi,

1%, DPocpabat lala Imformasi dan Dokumentass yang aclanpuinya
dimingleat gﬁ: D adalal pejabal yang bermnm.LngnﬁnwnLh:rhlu
pengumpulan, Eru.d.ukumnmmn pEnyIMmpanar, i M
penyedisan, istribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentast fda Pemerintah Acel, yang rerdirl dart FPID
Utama dan FF% Pombanta.

15, Atoaan PPID adalah pejabat yang morupakean atasan PPID Utama.

16, PPID Pembantu  adainh  Poabat  Pengelola  Informass  dan
Dokumentasi vang berada pada SKPA.

17. Penpelola Lavansn Informasi dan Doloumentias) vermg selanjutnws
disingkat PLID adalah susunan pengelola layvanan mformasi dan
dokumentast pada Pemerintah Aceh,

18, Standar Uperasional Prosedur vang selanjutnya disingkal SOP
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenal
prosc: penyelengaraan tugas FRD

19, Dhadimr Informasi dan Dokumentasi Publik vang selanjuingm
diginglkat DIDP adalsh catstan yang berisi keterangan secara
sislematis tcntmgnselumh informasi dan dokumeniasi publik
yang berada penguasaen  Pemerintah  Aceh  tidak
termasuk informasi dan dnhrumn:nma-l yvang dikecualikan.

20, Tim Monitoring dan Evaluasi yang sclanjutnya discbut Tim
Money adalah  kelompok yang ﬂ.ﬁt’l‘lll.ﬂ{ untuk  melakukan

Ecma.m.uuau dan membenlan nilakan  atas  pelaksanaan
terbukaan Infprmasi Publik pada SKPA.
Pasal 2

Peraturan  Gubernur  ini dimaksudkan sebagai  pedoman  bags
Pemerintah Aceh dolam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Pelavanan Informasi Publik terhadap SKEPA

Peisal 2

Peraturan Cubernur ini bertujuan:

a. Memberikan petunjuk da]ahﬂgrhh:awn Monitoring dan Evaluasi
pelaksangan  pelayanan rmasi Publik oleh PPID. Ueams
terhadap SKPA;

b, rmengukur U i kepatuhan SEPA dalam pelaksanaan pelayanan
Imfrmasi Publik:

e mengidentifikas, inventarisasi, memberkan umpan balilk,
dan =olusi pam&u':}gh:n vang timbul dalam pelaksansan
pelayanan Informasi Publik; dan

. dikan bahan mbilan Kebijakan keterbukann Informasi
Publie g
fasal 4 .../4
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Pazal 4
Moniteri darn  Evaluasi Pelsyanan Informasi  Publk  pada
Pemerintabh Aceh dengan mempertimbanghan asas:
a keadilan;
b, objektivitas;
. akuntabilitas;
. keterbukasnn:
&, partsipatil:
f. berkelanjutan; dan
g. elisienal,

Pagal &5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemnur ini melipusi:
8, Monitoring;

b. Evaluasi;
. Tim Monev
BAE I
MONITORING
Bagman Kesatu
Lisriarm
Pasal &

Monitoring dilaksanakan dengan prinsip:
o, mencatal kegintan secara terus-menerus selama pelaksanaan;

b mencatal  hasil  setla rode  disesuaikan  dengan
direncanakan dalam :Iulvg::m;“rl kegiatan; T

. menyusin laporan;
d, mengidentifikasi masalah vang timbul dan mencan solusinya;
e, mencegah timbulnva sengketd Informasi Publik.

Pasal T
Monitoring dilaksanakan terhadap SKPA dengan tujann
i meman by proscs dan kemajuan kinerja PPID vang dicapa;
b. melaksanakan penilainn  dalam  perbaikan  agar II:r:ellll-:-zl-l:u'm.-l:lrl

kegiatan. berjalan efisien sesoal denpgan npuan dan standsr
operagional prosedur vang ditetapkan,
o mengantisipasi secara dind terhadap permasalahan dan kendsla
vong dihadopt schingga dapat segera dicar solusinya; dan
d. mendapatkan masukan Informasi bagi perumusan perencanaan
beriloutnya.
Pasal 8

(1] Monitoring dilakukan oleh Atassn PPID mebsdu PPID Utama Acch.
{2] Monitoring dilnkukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu)
tahun angesrsn.

(3] Waktu pelaksanaan Monitoring ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Dacrah Aceh selaku Alssan ’

Bagian Kedua
Tahapan Manitoring
Pusal 9

Tahapan Monitoring Pelayanan |nformasi Publik terhadap SEPA
meliputi
A perencanaan;
b. pelaksanann; dan
&, pendampirgzon,
Pasal 10 ... /5
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Pasal 10
(1] si:n;nmnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hunf 6 tesdin
ari:

A, penyusynan kuesloner; dan
b, penentuan rueng lingkuap.

(21 Eﬁﬂ?ﬂﬁiﬂ lingkup sebagaimana dimaleud pada ayal (1)

g penentuan pelaksanaan Monitoning terhodap SKPA; dan
b. indikator penilaisn.

Pas=al [ 1
Pelaksanaan sebagaimans dimaksud dulam Pasal 9 huruf b meliputi:
a, verifikasi kuesioner; dan
b analizis pelaksansan monitering,

Pasal 12
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o dilakaken
h:-rhada A wvang tidak memenuhi standar bvanan Informasl
Pulilik |:.H rlasarkan kelentuan peraturan perundang undangan,
Pasal 12
Eetentuan lebih lanjut mengenai perencanann, rm.an.. dan

!:uﬁgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai
mil 1 fatur dengan petunjuk umum yang d:trtapk:m nha Eﬁ

Mekanisme Pelaksannan Monitoring
Pasal 14

Mekanisme pelaksanasn Monitoring dapat dilakukan dengan 3 (tign)
cara sebagn berlout:

a. kunjungan langsung im smel ke lokas penpelolann dard pelayanan

Informagl PUbk di SKPA: o e

b. ondine melalu situs web resmi SKPA; danfatau

& gupzpﬂggunakan dokumen danfatau laporan yang disampailan ke

Bagian Keempat
Monitoring Pengeloinan Informasi
Pazal 15
Monitor dala n i i
mrmm! o m ﬁ %lr_:iljn-hnn Informasi Publik torhadap SEPA
a. Feneumn mrnm mengenal SOP dalam pengelolaan pelayanan
formasi

h. penunjukan dan pengangkatan PPID untuk melaksanokan rugas
dan tenggung jawab Serta Wewenangnya,

.3 p:ngurl.hangﬂn sisrem Inl?urmam dan Dokumentasi vang
terintegras di masing-masing PPID;

d. n ran dang =lalaan informas: dan lavanan Informas:
mﬁ MAsine- mamE];P]D :

e penyediaan sarpna dan prasarana layanan Informasi Pubhk,
antars laim
I] desk layanan Informast Publik;

2] situs resmil yang disediskan; dan
4] peralntan elektronik yang disediakan,

i pnlahsum.um Fcnﬁ:!lul.u.u.n Informasi yvang meliputi lolaan
permehonen Informast, penpelolaan keberatan atas  Informasd,
p&ﬁetﬂﬁn dun pemutakhiran DIDP, pemiﬂhurn-:n LA Sl In.f::r'n'r-um
fﬂ.]:l.gk.: tkan, ngu_ua.u tentang s,

R Infnrmaal pend umr:nmaw.u Infarmas h]:!-r.,
pelaporan dan evaluasi, pengumuman dan Maldumat Pelayanan;
g identiflikasi ... /0
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£ identifikasi bahan [I'.L'[m"l'.‘l'l.ﬂﬂ. klasifikasi Informasi  Publik,

E:ndaku:mtﬂ:ﬂn pr_n%'nn panan Informasi Publik, pe-m.lupan

IDPF, pengusulan Daftar Informas Publik yang Dikecualikan,

g;imanan Informasi  Publik, pe nan keberatan  nformaosi
blik serta penanganan Btngkﬂlu nformasi Publik;

sumber dava manusia vang dilibatkan dalam pengelalaan
In.fnrma:ii Pishlils: * o

L dennfikasi masalah timbul dan sarmn tindak lanjut delam
pelaksarain p:nnrlwijringlnﬁ:rm !

Bagian kelima
Monitoring Pelayanan Informasi Publik
Pasal 16

Maonitorin AF L
- hgmﬁlay an Informasi Publik terbadap SKPA memuat hal
A. Jumlah pemohon Informas:;
b jumlah Informasi Publik vang diminta pemohon;
Jumlah Informasi Publik yvang diberikan,
jumlah Informasi Publik yang ditolal;
alason umum penclakan Informasi Publilg
Jumlah pengajuan keberatan Informasi:
jumlah sengketa Informasi Publik sampai mediasi dan/atau ajudikas
di Homisi . sengketa Informaesi Publik vanp masuk ke
peradilan;
. durasi pomenuhan permintaan Informasi Publik;
identifikasi masalah vang timbul dan saran tndak langul dalam
pelaksanaan pelayanan Informasi Puhblilke

BHAH 111
EVALUAE]
Bagian Kesaiy
W mum
Pasal 17
Evaluasi dilaksanakan dengan prinaip:
n, memberikin  Informasi dan gambaren  keberhasilan kepagslan
dan kirerja program deari SKPA;
b sebapal wihan perimggungawaban lak=anasn m dan
st = Frogra
c. sehagai ha]mn rusukan percncanaan elokasi anggaran dana dan
kegiatan serta pemyusunan kebijakan;

d. sehagni babhan referensi untuk perbaikon pelaksanaan kegiatan; dan
e. n:bu.r: buhan referensi pelaksanean kegiatan sejenis pada badan
publk lain

B on

-

=

Fasal 18
(1} Ewvaluasi terhadap SKPA dilakukan uniuk mengetahui:
A peEncapaisEn kinerjag
bs., keberhasilan program dan keglatan;
., gambaran potensl pengembangan; dan
d. permasalahan yang dihadapi dan solus) yanjg dilaksilan;
(2} Berdasirkan evoluast sehbagaomana dimaksud pada -&jntlh!l, D
Utama memberikan rekomendasi unmk perbaikan
mendatang,
Bagian Kedus
Tahapan Evaluasi
Pasal 19

Tahapan Evalussi Pelavanan Informasi Publik pada Pemenmimb Aceh
terhadap SKPA terdin atas:

d. PETENCENEAT;
h. pelaksanaan; dan
C. PEMEUIMLITADN.

Pasal 20 ... /7
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Fasal 20
[1] Peremcanaan sebagaimans dimaksud dalam Pa g
dilakulcan denpgan m-mﬂapk‘an aspek vang dinilad, S it

(2) Aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada terdin
atas & {enam] komponen indikator; E i =

A, BATANN PrusErana;
b. kualitas Informas:
& jenis Informasi:
i, komitmen organisas:
e, inovasi dan strategi; dan
3 [mdlﬂmirm#
i m. . Indikator se imang dimaksud pa
%ﬁan todak ukur mﬁgﬂmr keterbukasn In[nlrimcslliﬂ ti:;“fltﬂiﬁ:

Pasal 21

Pelaksanaan sebaghimana dimaksud dalam Pasal 19 horad b
dilakitkan dengan tahapan kegiatan sebagsdi berikut:

soslalisas kepada SKPA:

pengisian lembar svaluasi din oleh SEPA:
verifikasi data evaluas) diri oleh PPID Utama;
visitesi ke SKPA: dan

penitman akeh PPID Utama.

FanoE

Pasal 22

i uman sebagaimaona vang dimaksud dalam Pasal 19 hurif ¢
iilakukan melalui media reami Pemerintah Aceh,

Bagian Ketiga
Evaluasi Pengelolean Informasi Publik
Pasal 23

Evalusasi dalam pengelolaan 1aformasi Publik pada Pemerintah Aceh,
paling sedikit harus memenubl unsur sebagai berikui
i, pelaksanaan SOP leyanan Informasi Pablik;
b, peran aktif PAD dalam melaksenakan mugas dan tanggung jawab

SETIA WeWenAnEIVA;
¢, kinerja sistem Informasi dan Dobumentasi vang dilskokan i

mmasing-masing PPID Pembantu;

d, melput  dan  cuteome |:|=-tr1 prngu.n dana  pembiayaan
laan Informes) dan layanan 1 Ermaul Publik di masing-
masing PPID Pembantu;

€. peran sarang don prasamna layanan Informasi publik yang
tersedis dalam membento kelancsaran . layanan kepaela
masyarakat tentang Informasi publilk,

I hambatan atau pendorong peinlsanoen pengelolann Informas yang
méenyangkut sarana dan Sumber Daya Manusia yang dilibatian.

Bagun Eeempat
Evaluasi Peleyanan Informasi Pablik
Pasal 24

(1) Evaluas: pslayanan nfsrmas: Puablik mi merupakan kuncl dan
Elf:{l;:aanaﬂn pengelolasn dan pelavanan Informast Publik pacda

[ Hasil evaluasi ul:nagn.xrnnna u:linln.rn (1) menggambarkan nilai
layanan Informasi Publik dan mla.L mmﬁm}mlm ulATa
keberhasilan pelayanan Infurnml: F'ul:llik pada Pemerintah Aceh.

{3) Milai /8
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3 Nilwi layanan Informasi sebagnimana dimaksud pada ayat
. & mmammmmmmlmmﬁ;@ - E]
B, 0% - 100%:, Kriterla SANGAT HAIK
B0% - 89%, Kritcria HAIK
ol - 79, Krteria CUKUP
A5% - 5%, Kriteria KUTRANG
e, 2% - 3%,  Krilerda SANGAT KURANG
(4 Hasil penilaian dapat dihitung sctiap ssat maupun setelah
melakukan pelayanan Informest Publik selama 1 [satu] dabun,
Pasal 25
(1] Pemenntah Aceh dapat memberiken penghargean E:rhﬂdup BRPA
yang memperoleh hasil penilaian lavanan Informasi Publik
dengan kriteria baile dan fatan keiterin sangst baik_
(3 Ketentuan  fehih lanjut  mengensi herrizn nghargann
sebagaimana dhnnkijuud padn E::r 1”%[1.1: ﬂn]E E}:lLEﬁﬂk
wmiam yang ditetapkan oleh PPID tama.

eisu-r

BAB 1V
TIM MONITORING DAN EVALUAS]

Pasal 26

(1 Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Atasan PPID melalui
PPID LHama,

(4 Untuk mendukung pelaksannan Monitoring dan  Evaluasi
irmana dirmaksud pada ayat L!uﬁl.am“ D membeniuk
Tim Money berdasarian veulan PP

(3 Tim Money sehagaimnneg dimaksud padse avat (2], dapat dilasntu
oleh Tenaga Ahti.

BAB W
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Gubernur ind mulei berlaky pada ranggel diundangkan.

Agar setia tabuinys, memerintahkan pengundangan

Frrinmn Euhﬁmur ini gengan penempatanoya dalam Benta Daerah
Areh.

carn i Banda Aceh
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